


“Z_AXSANAAN KETENTUAN HUMIAN BERIMBANG
0! PERUMAHAN CITRA DAN CITRA RAYA
ANALISIS SOSIOLOGIS YURIDIS DAN PRAKTEK DI

LAPANGAN

TESIS

Drajukan untuk m&mmuhi sebagian persyaratan
memperoieh gelar magister dalam ilmu hukum

Oleh;
BENNY DJAJA

MIM: 207300009
MIRM: 993115010260008

FROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2002




PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

MAMA - BENNY DJAJA
MM - 207950009
NIRM  : 593115010260003

JUDUL:

PELAKSANAAN KETENTUAN HUNIAN BERIMBANG
Ol PERUMAHAN CITRA DAN CITRA RAYA
(ANALISIS SOSIOLOGIS YURIDIS DAN PRAKTEK DI LAPANGAN|

telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh
Frogram Pascasarjana Magister llmu Hukum Universitas Tarumanagara
dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian tanggal 11 Maret 2002

Majelis Penguji,
Ketya

7

——

Or. Gunawan Djajaputra, S.H., 5.5., M.H.

Pembi.rn%ngJPengu ji I, Penguii Il
ki =

Prof. Or. Koesnadl Hardjasoemantri, S5.H., M.L. B, Sudirman Saad, SH., MHum

Disahkan di Jakarta, 11 Maret 2002
Direktur Program Pascasarjana

Prof.Dr.H.Arjatmo Tjokronegore, Ph.D., Sp.And




PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

NAMA : BENNY DJAJA
MiM : 207980008
NIRM - 883115010260008

JUDUL:

PELAKSANAAN KETENTUAN HUNIAN BERIMBANG
Di PERUMAHAN CITRA DAN CITRA RAYA
(ANALISIS SOSIOLOGIS YURIDIS DAN PRAKTEK DI LAPANGAN)

telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh
Program Pascasarjana Magister lmu Hukum Universitas Tarumanagara
dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian tanggal 11 Maret 2002

Majelis Pal'iguji.

;

Or. Gunawan Djajaputra, 5.H., 5.5., M.H.

Pembimbing/Penguji I, Penguji
g —
Prof. Br. Koesnadi Hardjasoemantri, .H., ML.  Dr. Sudirman Saad, §.H., M.Hum

Disahkan di Jakarta, 11 Maret 2002
Direktur Program Pascasarjana

¥

Prof.Dr.H.Arjatmo Tjokronegore, Ph.D., Sp.And




KATA FPENGANTAR
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lapangan. Kerja sama  yang indah dengan informan sangat mendukung
ferwujudnya tulisan ini.

Penulis memusatkan perhatian pada penelifian di Perumahan Citra;
Aspek yundis dan sosiologis menjadi acuan untuk menerocpong prakiek
lapangan yang tefah berfalan.

Kesediaan informan merupakan sumbangan yang tidak ternilal baai
penuliz untuk mengembangkan pengetahuan dasar vang telsh diberikan
oleh Profesor DR, Koesnadi Hardjaseemantri, S H. M.L. sebagai dosen
pembimbing penulis.

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi pembuka
wacana baru uniuk pembahasan lebih lanjut ketentuan di bidang perumahan
dan permukiman terutama aspek hunian benimbang.

Perbaikan, koreksl dan sasaran yang membangun akan memperkaya
tulisan ini dan skan menjadi sumbangan berharga bagi orana lain yang

berminat dengan tulisan semacam ini.
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ABSTRAK

Judul Tesis PELAKSANAAN KETENTUAN HUNIAN BERIMBANG
DI PERUMAHAN CITRA DAN CITRA RAYA
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DAN PRAKTEEK Di
LARPAMNG AN

tama Mahasiswa @ BENNY DJAJA

MM » 207990009, MNIRM - 993115010260008

Kata kuncl . Hunian Berimbang

lsi Abstrak . Tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan
karenanya pendin negara Indonasia sedari awal berdirinya negara ini telah
memberikan perhatian vang mendalam pada pemanfaatan tanah.
Katerbatasan tanah yang tidak bertambah akan meanjadi makin bernilal pada
saat pertambahan penduduk yang memertukan tanah itu makin meningkat.
Parmintaan terhadap tanah muncul untuk digunakan sebagal alat produksi
maupun sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia,

Keterbatesan dan amanat dari pendiri negara Indonesia menimbulkan
tanggung jawab bagi pemerintah untuk mengelola tanah dengan nilat
sotinggi-tingginga. Pengelolaan tanah untuk menjadi perumahan dan
permukiman dilakukan dengan membuai berbagai peraturan dan ketentuan-
ketentuan, Pengelolaan perumahan dan permukiman yang baik lidak dapat
dilakukan tanpa pengelclaan yang baik pada lingkungan yang ada di
dalamnya.

Ketentuan yang dikeluarkan oleh tiga menteri kabinet yaitu Menten
Datam MNegeri, Manteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan Rakyat
yang dikenal dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman
Pembangunan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang
Berimbang pada tahun 1982 merupakan salah satu peraturan vang dibuat
untik mangatur mangenal perumahan dan permukiman.

Ketentuan yang diatur oleh SKEB dalam prakiek di lapangan mengalami
tumpang tindih dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah,
khususnya Daerah lbukota Jakarta. Pemilihan objek peneliban pada
perumahan di Jeksrta Barat, yang dikelola oleh group Ciputra merupakan
pilihan terbaik. Keberhasian pengelolaan yang dilakukan cieh pakar properti




ini dapat diamati oleh konsumen dan orang awam sekaiipun. Keberhasilan
dan kemampuannya unuk melewati krisis ekonomi agar tetap " sunive’,
sangat menarik wntuk ditelitl.

Hal yang berbeda akan ditemukan saat meneliti pembanguian di
Parumahan Cira Raya. Dengan lokasi di Tangerang maka ketentuan Sk
Gubernur Momor $40 dan Momer G40 yang berlaku di Daerah Khusus lbukota
Jakarta tidak diberlakukan. Di Perumahan Citra Raya penerapan Konsep
hunian barimbang diterapkan oleh pengembang.

K esulitan dan compang-campingnysa penefapan SKB dapat dilinat dari
ketidakjelasan persturan yang mangaturmya, ketidakserusannys aparat
penegak paraturan dan tumpang tindihnya paraturan yang ada.

Dengan adanya Ketstapan Maielis Permusyawaratan Rakyat Repubik
Indonesia MNomor I/MPR/Z000, pemerintah harus mengevaluasi kemball
kedudukan SKB inl dalam tata urutan perundangan yang berlaku di
Indonesia.

Wi




BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa tanah khususnya bagi masyarakat
Indonesia, mempunyal kedudukan sentral, bailk sebagai sumber daya
produksi maupun sebagai tempat permukiman, oleh karena itu masalah
tanah selalu mendapat perhatian dan penanganan yang khusus pula
I abih-lebih lagi dalam era pembangunan ini, di mana pembangunan
menjangkau serba macam aktivitas dalam membangun manusia Indonesia
seutuhnya, yang sodikit bonyak akan bortemu dengan bidang tanah.

FPembangunan Sendiri dalam upaya meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, balk untuk prasarana maupun sarana, memerlukan
tanah. Demikian pula seluruh lapisan masyarakat, dalam usaha
moeningkatkan kuglitas hidupnya memerlukan pula tanah. Oleh karena itu
gejaia hubungan timbal balik antara manusia dengan tanah ini dilihat dari
satu sudut: manusia semakin lama semakin meningkat mutu dan
jumiahnya (kualitas dan kuantitasnya), sehingga kebutuhan manusia akan

tanah yang relatif semakin sempit inl, semakin bertambah,

Dilinat dan sudut yang lain, eksistens! tanah itu sendiri jauh lebih




kekal daripada umur manusia. Keadaan demikian menimbulkan upaya
manusia untuk mengestafetkan penguasaannya, sehingga ada mata
rantai penguasaan secara dernvatif.

Menghadapi hubungan timbal balik ini serta sekaligus untuk menata
hubungan dimaksud, dicetuskan gagasan oleh pemerintah  untuk
menyelenggarakan pendataan penguasaan tanah yang selalu mutahir,
terutama untuk keperiuan perpajakan, perencanaan dan pengawasan
sefta oi balik itu juga bagi masyarakat memberikan jaminan kepastian
hukum maengenai hak-hak atas t:ElrnsEuI':l'lﬂj.r.e.l.1

Masalah yang kemudian timbul adalah terjadinya beberaps
kawasan permukiman yang tidak teratur dan tidak efisien sebagai akibal
dari pembangunan perumahan oleh sektor formal yang dilakukan oleh
badan-badan usaha pembangunan pada umumnya yang dilakukan di atas
lokasi tanah yang terpencar-pencar <an sukar  dikendalikan
pertumbuhannya, karena biasanya lalu dilkuti dan dikelilingi oleh
pembangunan perumahan persecrangan yang tidak terorganisasi, tanpa
penataan ruang, tanpa prasarana lingkungan dan sarana lingkungan yang
memadai.

Untuk memecahkan masalah tersebut, Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1892 tentang Perumahan dan Permukiman (disingkat UU

Direktorat Jenderal Agrariz  Direklorat Pendaftaran Tanah, Himpuran Karye Tuls
Pendaftaran Tanah (Jakartz, Badan Peranahan Mesional, 1986), 27,

2




Perumahan dan Permukiman) memberikan arahan pembangunan
perumahan dan  permukiman yang dilakukan berbagal pelaku
pembangunan tersebut agar tidak terpencar-pencar, tetapi terkonsentrasi
sehingga dapat mencapai skala ekonomis yang memadal agar
pembangunan berbagal prasarana lingkungan dan sarana lingkungan
dapat efisien dan ofektif. Dengan demikian permukiman ckala besar
memungkinkan investasi dan penyediasn prasarana lingkungan secara
lebih ekonomis dan mendukung ferwujudnya pembangunan perkotaan
yang lebih efisien dan lebih akrab dengan para warga kotanya.

Undang-Undang Momor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Parmukiman menjadi landasan hukum yang kual dan merupakan bagian
dari kerangka landasan pembangunan nasional memasukl pembangunan
jangka panjang 25 tahun yang kedua dalam bidang perumahan dan
permukiman.

Sesual dengan jiwa dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,
yang mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipargunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sefa perekonomian  disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, maka sistem
panyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman harus
dipergunakan secara efislen dan dimanfaatkan bagl kesejahleraan

masyarakat, Hal tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa berdasarkan




data yang ada di Badan Pertanahan Nasional dari 13 (tigabelas) kota,
50-80% daerah yang sudah terbangun di kota tersebut merupakan areal
perumahan. Penyediaan tanah harus dikelola dan dikendalikan oleh

Pemerintah agar supaya penggunaan dan pemanfastannya dapat
menjangkau masyarakat secara adil dan meraia tanpa menimbulkan
kesenjangan skonomi dan sosial yang besar dalam proses bermukimnya
masyarakat.*

Dalam arah dan kebijakan pembangunan umum sebagaimana
dinyatekan dalem Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indenesia Nomor IIMPRI1998 tentang Garis-Garls Besar Haluan Megara
dalam butir 7 tentang Perumahan dan Permukiman dinyatakan babwa
pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk
memenuhl salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus uniuk
meningkatkan mutu dan lingkungan. Upaya pembangunan perumahan dan
permukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan
jumiah yang semakin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh
masyarakat terutama gelongan yang berpenghasilan rendah dan dengan
tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi  perumahan dan

permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi® Dalam hirarki

Muhysnto, “Konseps Peraturan Perumahan dan Pemmukiman’ (bahan lokakarya KEMPS,
Pusat Studi Perkotaan Indonesia (CALUS), Jakarta, tanpa tahun), 1:2

Iarmicun Aziz (ed ), Empat GBHN 1873, 1078, 1083, 1968 (Jakarta: FT. Bumi Aksara, 1886),
83,




kebutuhan menurut Maslow disebutkan ada lima tingkatan.® Tingkat yang
paling rendah iafah mengenai kebutuhan-kebutuhan jasmani; tingkat
kedua; kebutuhan rasa aman; tingkat ketiga, kebutuhan cinta dan rasa
memiliki; tingkat keempat, kebutuhan harga dirl; tingkat kKelima dengan
aktualisasi diri. Kebutuhan untuk tingkat yang lebih rendah harus lebih
dahulu dipuaskan dengan secukupnya, sebelum kemudian berusaha
memanuhi kﬂblutuhan yang lebih tinggi. Jika kebutuhan fasmani yang
morupakan kebutuhan dasar yang peling rendah seperti misalnya
kebutuhan akan rumah maka dapat dibayangkan pemenuhan akan tingkat
yang labih tinggl belum dapat dicapai. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan
cinta dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi
dirl sacara otomatis akan mendapat porsi pemenuhan yang jauh lebih kecil
dari pemenuban kebutuhan jasmani yang memang masih jauh dari
tercukupi.

Ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
manyatakan I:rahﬂl.-ra ketentuan tentang perlindungan sumber daya buatan
ditetapkan dengan undang-undang. Perlindungan sumber daya yang
penting ditujukan kepada konservasi fungsi sumber doya tersebut bagi

kesinambungan pembangunan, Sumber daya buatan itu meliputi

'Bornard Poduska, 4 Teon Kepribadian, disadur oleh R, Turman Sirait, cotakan 3 {Jakarta;
Restu Agung 20000, 128,




bendungan, waduk, instalasi energi, perumahan dan permukiman, dan
lain-lain.”

Sumber daya yang perlu dilindungi dengan undang-undang adalah
sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
sechingga perlu diatur penggunaannya oleh negara untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Hal yang penting di sini adalah konservasi fungsinya
bagi kesinambungan pembangunan untuk kesejahteraan manusia.”

Dalam hal penanganan masalah pertanahan ini, Undang-Undang
Momor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman berupaya
menerapkan pendekatan baru dalam pembangunan perumahan dan
permukiman skala yang dilakukan melalui strategi pembangunan kawasan
permukiman skala besar yang dwujudkan berupa kawasan siap bangun
dan lingkungan siap bangun yang berdin sendirl.

Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah
dipersiapkan untuk pembangunan perumzhan dan permukiman skala
besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu
dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan

sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan olah

‘Undang-Undang Momor ¢ Tahun 1082 fentang Ketentuan-Ketentuan Pokek Lingkungan
Hidug, Lembaran Megara Tahun 1982 MNe. 12, Tambahan Lembaran Megara Mo, 3275,
"Koesnadi Hardiasnemantr, Hukum Talts Uingkingan, Edel ketujuh, cefakan keempat
balas [Yogyakarta, Cadjah Mada Univarsity Prass, 1808) 202




Pemarintah Daerah Tingkat il dan memenuhi persyaratan pambakuan
pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, Khusus untuk Dasrah
Khusus lbuketa Jakarta, rencana tata ruang lingkungannya ditetapkan oleh
Pametintah Daerah Khusus lbukota Jakarta.”

Rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Tingkat |l sebagaimana dimaksud aleh Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman saat ini harus dibaca
sobagai rencana tata ruang lingkungan yang ditstapkan oleh Daerah
Kabupaten atau Daerah Kota

Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan
bagian dar kawasan siap bangun ataupun bardiri sendiri yang telah
diparsiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu
juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat
inggal atau lingkungan hunian dan pelayanan untuk membangun kaveling
tanah mat:ang."

Pola kawasan siap bangun ini merupakan strategl pambangunan
perumahan dan permukiman yang berjangka jauh ke depan. Pangelolaan
kawasan siap bangun dilakukan olah Pemarintah, dalam hubungan ini pola

Kowasan siop bangun barfungsi sebagai bank khusus bagl penyadiaan

Lndang | Indang Namor 4 Tahun 1862, Pasal 1 bulir 8

"Undang Undang Mo, 22 Tahun 1699 tentang Pemearintahan Daerah, Lembaran Negara
Talwun 1900 Mo 60, Tambahan Lembaran Megara No, 3838,

"Wndang Undang homor 4 Tahun 1982, Pasal 1 bulir 3.




tanah untuk pambangunan perumahan dan parmkiman berdasarkan
Pasal 13 ayat(13) Undang-Undang MNomot 5 Tahun 1960 tentang
Paraturan Daszar Pokok-Pokok Agraria yang menetapkan bahwa usaha-
usaha Pemerirtah dalam lapangan agrana yang bersifat monopeli hanya
dapat diselenggarakan dangan undang-undang .

Disamping penataan perumahan dan permukiman dengan poia
lingkungan siap bangun dan kawasan siap bangun maka Undang-Undang
Momet 4 Tahun 1982 tersebut juga menyoroti perencanaan perumahan
dan permukiman dengan pola hunian berimbang.

Pembangunan parumahan dan permukiman diarahkan uniuk
mewujudkan kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman
dengan lingkungan hunian yang seimbang meliputi rumah sederhana,
rumah menengah dan rumah mewah dengan perbandingan dan kriteria
tertentu sehingga dapat menampund secara serasi antar kelompok
masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonom| dan status sosial.
Perbandingan tertentu yang dimaksud adalah perbandingan jumtah
saderhana, berbanding rumah menangah, berbanding rumah mewah,
sebesar 6 (enam) atau lebih, berbanding 3 (tiga) atau lebih, berbanding 1
{satu). Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat(4) Surat Keputusan Bersama
Menteri Dalam MNegeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menterl Megara
Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pembangunan Perumahan can

Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang (selanjutnya




disebut SKB) menentukan kriteria yang dimaksud di atas yaitu

a Rumah Sederhana adsiah rumah yang dibangun di atas tanah
dengan luas kaveling antara 54 m’ sampal 200 m~ dan biaya
pembangunan per m" tidak melebihi dari harga satuan per m* tertinggi
untuk pembangunan perumahan dinas pemerintah kelas C yang
berlaku.

b. Rumah menengah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan
luas kaveling antara 200 m” sampai 600 m® dan/atau biaya
pembangunan per m* antara harga satuan per m® tertinggi untuk
pembangunan perumahan dinas pemerintah kelas C sampal A yang
berlaku.

c. Rumah mewah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan
luas Kaveling antara 600 m” sampal dengan 2000 m® dan/atau biaya
pembangunan per m® di atas harga satuan per m° teringgi untuk
pembangunan dinas kelas A yang berlaku.

Dalam prakteknya pelaksanaan konsep hunian berimbang untuk
membangun  rumah sederhana menjadi masalah  tersendiri.
Pertimbangan persentase keuntungan vyang lebih kecil dan sulitnya
membuat suatu strategi pemasaran yang fokus merupakan alasan yang
sering digunakan oleh pengembang untuk memberikan ganti kerugian atas

dispensasi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tidak

membangun rumah sederhana sebagaimana diminta oleh peraturan




menteri tersebut di atas.

Penelitian yang ditakukan di Perumahan Citra dan Perumahan
Citra Raya didasarkan pertimbangan bahwa kedua perumahan tersebut
bemaung di bawah pimpinan yang sama yaitu Ciputra, sehinggs
perbandingan antara kedua perumahan tersebut merupakan hal yang

menarik untuk disimak.

. Rumusan Masalah

Peneliian int dilakukan untuk mencarl jawaban terhadap dua
permasalahan, yaitu.

1. Bagaimana konsep hunian perimbang diterapkan di Parumahan Citra
dan Perumahan Citra Raya?

9 Apa yang menjadi masalah dalam penerapan konsep hunian
herimbang dan bagaimana menylasati masalah tersebut?

Dari beberapa perumahan yang dibangun oleh kelompok Ciputra
maka Perumahan Citra merupakan satu-satunya perumahan yang
berlokasi di Jakarta sedangkan Parumahan Citra Raya berada di
Tangerang, Perumahan Citra Indah serta Perumahan Citra Gran yang
berada di Jonggel, maupun Parumahan Citra Haya yang berada di
Surabaya tidak menjadi perhatian penelil untuk diteliti. Selain keunikan
yang ada di Jakarta, maka pertimbangan lain, bahwa Perumahan Citra

juga meatakukan pembangunan sesudah tahun 1987 yang notabene
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merupakan tahun yang sulit bagi pengembang, sehingga penelitian vang
kamprehensif dari dua periode yang berbeda akan dapat menghasilkan
hasil penelitian yang |lebih menyeluruh. Damikian juga dengan penelitian
yvang dilakukan di Perumahan Citra Raya sangat menarik untuk dijadikan

parbandingan dengan praktek di Perumahan Citra,

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

a. Untuk mengetahui penerapan konsep hunian berimbang di
Perumahan Citra dan Perumahan Citra Raya pada pericde
zabelum krisis monetar tahun 1987 dan periode sesudahnya.

b. Untuk mengetahui masalah-masalah dalam praktek berkaltan
dengan penerapan konsep hunian yang berimbang dan meiihat
cara yang dilakukan pengembang untuk mengatasi masalah
tersebut.

2. Kagunaan

a. Teoritis
Untuk menguji efektivitas suatu peraturan mengenai konsep
hunian  yang berimbang dalam prakiek.

b. Praktis
Sehbagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya

Daerah Khusus lbukota Jakarta dan Tangerang dalam penerapan
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konsep hunian berimbang.

D. Kerangka Teorl

Dalam hirarki kebutuhan menurut Maslow disebutkan ada lima
tingkatan."” Tingkat yang paling rendah ialah mengenai kebutuhan-
kebutuhan jasmani, tingkat kedua, kebufuhan rasa aman; tingkat ketiga,
kebutuhan cinta dan rasa memiliki; tingkat keempat, kebutuhan harga dini;
tingkat kelima dengan aktualisasi dirl. Kebutuhan untuk tingkat yang lebth
rendah harus febih dabulu dipuaskan dengan secukupnya, sebelum
kemudian berusaha memenuhi kebutuhan vyang lebih tinggl Jika
kebutuhan jasmani yang merupakan kebutuhan dasar yang paling rendah
sgperti misalnya kebutuhan akan rumah maka dapat dibayangkan
pemenuhan akan tingkat yang lebih tingg belum dapat dicapai. Kebutuhan
rasa aman, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri dan
kebutuhan aktualisasi din secara ofomatis akan mendapat porsi
pemenuhan yang jauh lebih kecil dari pemenuhan kebutuhan jasmani yang
memang masih jauh dari tercukupi

Disadar sepenuhnya bahwa untuk mamenuhi kebutuhan-kebutuhan
dasar mengenai makanan, sandang, dan perumahan manusia kadang-

kadang harus berjuang sendiri-sendiri, sehingga mungkin terjadi tubrukan-

"“arnard Poduckia | Gp- Cit. 1&3.
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librukan kopentingan. Untuk menekan terjadinya hal itu maka perlu ada
hukum atau peraturan yang maengorganisasi kepentingan-kepantingan
rsebul. Dalam suwatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepontingan-kepentingan tertontu hanya dapat dilakukan dengan cara
membatasi kepentingan di lain pihalc "'

Kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman mengingatkan
kembali akan tugas darl negara. Sebelum abad ke-19 ditandai dengan
kobutuhan untuk mengembangkan kebebasan rakyat yang berhadapan
dengan kerajaan-kerajaan diktator yang diperintah dengan sewenang-
wenang oleh |a;a-raja zalim."? Untuk mengurangi kesewenang-wenangan
raja maka lahir gagasan konstitualisme, Pemerintah yang baik haruslah
demokratis, dan pemerintah yang demaokratis itu adalah pemerintah yang
terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan melakukan tindakan yang
sewenang-wenang terhadap warga negaranya sendiri, Dalam hal ini
kemudian muncul dafil "The least government is the best government”,
yang dalam pe'rkm.‘nhangannya merupakan cirl darl konsep “negara jaga
malam” {nachwachterstaaf).'?

Fungsi negara sebagal "penjaga malam” kemudian memunculkan

gejala kapitalisme di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan

"l-hcrjur:-u Seekanks dan Yusul Usman (ed), Perundang-wndangan  fenlang Pervmaban |
Inverdansas dan Analsis (Jakarta: Grofikstama dan Pusat Penelitian dan  Pengembangan
Hukum Fakultas Hukum WUniversitas Tarumanagara, 1987), 2

"dmly Asshiddicie, Gagasan Kedavlalan Rekyal dalam Konshluel den Pelakzanaannys
di Indoneaia (Jakarta: PT lchtiar Baru Van Hoave, 1504), 221,

“llied, 220
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menyebabkan terjadinya kepincangan-kepincangan dalam pembagian
sumber-sumber kemakmuran bersama. Negara kemudian dianggap tidak
hisa molepaskan tanggung jawabnya atas kesejahteraan masyarakatnya.
MNagara parlu.turut campur tangan dalam mengatur agar tidak terjadi
penumpukan sumber-sumber kemakmuran ditangan segelintir orang saja.

Aliran sosialisme kemudian muncul dengan pemikiran yang
menentang individualisme dan liberalisme yang dianggap sebagai sebab
munculinya kapitalisme yang menindas rakyat miskin dan bahkan
menciptakan kemiskinan itu sendiri. Dalam hal ini muncul apa yang dikenal
sebagal wefvaart staat'® atau sering disebut welfamsstate atau negara
kesaejahteraan.

Dalam konsep negara kesejahteraan maka negara justru
diperlukan dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagal
masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan
barsama dalam masyarakat. Intervensi negara juga diperfukan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan akan perumahan
dan pﬂrmukir.nﬂn. Oleh karena itu maka pemikiran untuk memberikan yang
terbaik di bidang permukiman dan perumahan menjadi pemikiran
diundangkannya Undang-Undang MNomor 4 Tahun 1952  tentang
Porumahan dan Parmukiman yang diundangkan pada tanggal 21 Marat

1992 dan peraturan pelaksana lainnya,

T
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Undang-Lindang Perumahan dan Permukiman ini ditetapkan
dengan pertimbangan, bahwa peningkatan dan pengembangan
pembangunan perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek
permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan
fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial
budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin
kalestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan
manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.'”

E. Maetode Penelitian
1. Sifat dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini bersifat normatif vyailu berusaha untuk
menemukan ketentuan-ketentuan hukum dan  nilai-nilai  yang
terkandung didalam ketentuan tersebut pada saat proses

pembentukannya. Disamping itu penelitan ini juga melakukan

pendekatan sosiologis dengan melihat permasalahan yang |

sebenarnya ada di masyarakat dan penerapan manajemen yang harus
dilakukan cleh pengembang.
2. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Peneltian ini dilakukan dangan metode empiris normatif  yaitu

“Koesnadi Hardjosoemantri.Op Cit, 208.207.
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berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman, dan kemudian
dikaitkan dengan penggunaan dan pensrapan hukumnya, disertai
dengan penyajian perkembangan apa yang terjadi dalam praktex di
lapangan, khususnya di Perumahan Citra dan Perumahan Citra Raya.

Peneliian diawali dengan penelitian tarhadap proses
pembentukan Undang-Undang MNomor 4 Tahun 1992 di Dewan
Perwakilan Rakyat Data dan risalah rapat serta Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang akan manjadi titik awal
penelitian. Penelitian lanjutan akan dilakukan dengan melakukan
wawancara kepada General Manager Perumahan Citra dan
Perumahan Citra Raya untuk mendapatkan data lapangan dan
kebijakan perumahan dan permukiman di lokasl penelitian.

Dalam penelitian dilakukan pengumpulan data sesual dengan
keperluan yang meliputi data primer dan sekunder. Data primer yang
dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melaiui wawancara
dengan beberapa narasumber yang memiiki keahlian dalam bidang
yang relevan dalam tesis ini, yaitu Siswono yudohusodo sebagal
Menteri Negara Perumahan Rakyat pada waktu SKB dibuat dan
pejabat yang terkait di Kantor Menteri Dalam Megen dan Mentari
Pengsmbangan dan Prasarana Wilayah seria General Manager dar

pengembang, di samping juga melakukan pengamatan di lokasi




perumahan yang diteliti. Data sekunder diperolen melslui peneitian
kepustakaan yang menjadi sumber utama dalam penulisan hasil
penalitian inl. Bahan kepustakaan yang dipergunakan terdin dari ;

a. Bahan Hukum Primer :

1) UUD 1945 Pasal 5 ayat {1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2}
dan Pasal 33.

2 Ketetapan MPR tentang GBHNM.

3) Undang-Undang Momeor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
Parmukiman (LN Th 1982 No.23, TLN Nomor 3483).

4} Undang-Undang Momor 4 tahun 1982 teniang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) (LN Th
1982 No,12, TLN Nomer 3215).

5) Undang-Undang MNomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPLH) (LN Th 1987 NoG8, TLN MNomor
3699).

6) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam MNegeri, Menten

Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat MNomor

QeMKPTSI1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan
Parmukiman dengan Lingkungan Hunian Yang Berimbang.

548-384 Tahun 1982, Nomor 739/KPTS/1952 dan Nomor
7} Keputusan Gubernur Kepaia Daerah Khusus Ibuketa Jakarta

Momor 540 Tzhun 1980 tentang Patunjuk Pefaksanaan
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Bemberian Surat Persetujuan Prinsip Paembebasan LokasiiLahan
atas Bidang Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

8) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbuketa Jakarta
Momor 640 tentang Ketentuan terhadap Pembebasan
LekasiLahan Tanpa lzin dari Gubernur Kepaka Daerah Khusus
ibukota Jakarta.

bh. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari literatur yang relevan
dengan parkembangan, pendapat para pakar hukum dalam forum
limiah, segenap artikel dari makatah yang dimuat dalam media
cetak, dokumen pemerintah, dan lain-ain.
4, Pengolahan, Analisis dan Sajian Data

Pengolahan data dilakukan dengan memakai metode kualitatif
dan deskriptif analisis, baik terhadap hasil infarmasi dari narasumber
maupun terhadap semua kahan literatur, pendapat para pakar hukum,
dokumen pemenntah maupun artikal dalam media cetak. Pengotahan
data pendukung dengan metode kuantitatif semata-mata digunakan

agar data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk keperiuan analisis.
Data vang terkumpul baik data dari dokumen Dewan Perwalilan
Rakyat dan data yang diberikan oleh informan darl pengembang

kemudian dianalisis oleh peneliti dengan cara malakukan perbandingan
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—eme rudoam DOSIOT yang peiahy, Pandangan P ,

e T et

Data yang telah tetkumpul kemudian disajikan dalam bentuk
tabel sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut. Penjelasan
dari tabel yang disajiken akan membanty pemahaman terhadap hasil

penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Bab | berisi latar belakang masalah, rumusan masalah |, tujuan dan
kegunaan penelitian, finjauan pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab |l berisi injauan pustaka.

Bab |l berisi hasil penelitian.

Bab W berisi analisis, vang terbagi atgs analisis yuridis, analisis
sosiclogis dan analisis [apangan.

Bah V Dberisi kesimplulan dan saran.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Masalah yang dihadapi pemerintah adalah keterbatasan persediaan
tanah, padahal kebutuhan akan tanzh semakin meningkat. Keadaan
demikian dapat menimbulkan pertentangan kepentfingan sehingga akan
menimbulkan konflik dan lebih lanjut berakibat meresahkan masyarakat.

Yang marr!.lzdi faktor ponyebab maningkatnya kebutuhan akan tanah
adalah
a  Peiwimhihan panduduk yang semakin meningkat,'®

Pada waktu proklamasi kemerdekaan penguauk ingonesid o jula

jiwa dan setelah 43 tahun merdeka jumiah penduduk meningkat menjadi
~170 juta jiwa. Kalau semula hanya diperlukan papan/perumahan untuk
70 juta jiwa, kemudian diperiukan papan untuk 170 j:ul‘;a jiwa. Masalah
yang ditimbulkan antara lain, semakin sempitnya lahan paranian,
terbatasnya tempat tinggal dan adanya keperiuan untuk jalan, jembatan,

tempat sekolah, tempat ibadah, bahkan untuk makan.'’

“Ihreictarat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah, Gp. Gif, 22., (data diambil dari

Tylisan bulan Mei 19643, _
Miseljiono, Fobiik dan Hukim Agraris (Yoyakara' Libeety, 1997, 24,




5 Pomnghkatan kualitas hidup.'®

Pada masa-masa permulaan kemerdekaan di mana sebagian
senduduk buta huruf dan jumlah kaum terpelajar relatif sedikit, kini kaum
yang melek huruf dan huraf terpelajar jauh meningkat jumlahnya.

Keadaan demikian mau tidak mau meningkatkan kebutuhan hidup.
Kalau semua belum perlu memiliki kendaraan, kini kendaraan tersebut
menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Ini berdampak penyediaan
tanah untuk kandang kendaraan dan berlanjut pada kebutuhan prasarana
jatan dan lain sobagainya.

Bordasatkan tinjauan terhadap pengalaman dari  pelaksanaan
kabijaksanaan-kebijaksanaan di bidang pertanahan selama ini, adanya
pendakatan yang bersifat kenseptual dan terpadu dalam pembangunan
bidang pertanahan merupakan hal yang sangat mendesak. '

Menurut Sidarta®® ada 2 ujung ekstrem kondisi perekonomian yang
ada di suatu negara. Di ujung ekstrem yang satu, ekstrem yang ideal, adalah
manakala p-ernkﬂlnurnlan suatu negara itu ditandai dengan pertumbuhan
ekonomi yang tl-nlggi, dengan inflasi yang rendah, dengan suku bunga bank
yang rerdah. Di ujung lain, ujung yang menakutkan, adalah manakala

perekonomion suatu negara itu ditandai dengan pertumbuhan akonomi

1n|r-|-:m il Jenceral Agradia |rektorat Fendallaran Tanah, Op.:CfL
Cone Ulnsong, Tokok pokok Kolkjaksanaan Bidang Pertanahan dalam Pembangunan
it il Arwalises G515, fabun KK, nood (Maret-Apnl 1881], B3
e elarh Maken Kaliali pada Mala Kuliah Tata Ruang,” School of Resl Cslate (Jakarta: bdak
dipau b asikan, TEEE]




sng negatif, dengan inflasi yang tinggi, dengan suky bunga bank yang
~~ggi Kondisi inilah yang sekarang melanda negara kita. Kondisi yang
<angat memprihatinkan
L abik lanjut Sidaria’’ menyatakan bahwa untuk keluar dari krisis inl
maka yang perta;m a-tama diperlukan adalah membangun keparcayaan rakyat
sarhadap pemerintah, terhadap hukum, membangun ketertiban, bersamaan
dengan perbaikan ekonomi secara bartahap dengan prioritas menyehatkan
dan membuat berfungsinya perbankkan kita. Sektor-sektor yang pada masa
awal diharapkan dapat menjad| motor penggerak perbaikan keadaan adalah
yang berbasis sumber daya alam (SDA), yaitu pettambangan, pertanian dan
parwisala  sorta industri-industri  kerajinan rakyat yang tidalke  mamiliki
kandungan Imp'urt. Saoktor real ostat tidak mungkin dapat menjadi motor
penyelamat perekonomian kita, tetapi pada tahap selanjutnya akan menjadi
soktor yang berparan besar dalam ikut mempercepat pemulihan ekonomi
kita, dengan catatan agar tetap menempuh kebijaksanaan yang hati-hati agar
kesalahan masa lalu tidak terulang kembali.

Wilayah-wilayah yang waktu lalu ekonominya tinggi, sekarang relatif
lebih terpukul daripada wilayah-wilayah di negara kita yang pertumbubhan
akonominya rendah, lebi-lebih daarah vang dominasi keaiatan akonominya
pada portanian. Demikian pula dengan para pengusaha dan usaha

ckonominya, Daerah-dacrah yang kurang barkembang atau yang dominasi

* fand
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«egiatan ekonominya dar pertanian, dunia usaha dan pengusahanya, relatif
totap sehat. Perekonomian dunia dan perekonomian Indonesia berada di
“alamnya, ke depan akan semakin barwarna liberal. Dalam suasana separti
#u usaha real obiat <wasta ke depan akan berkembang. Hilangnya
permintaan atas produk-produk real estat yang sekarang ini terjadi, pada
waktunya akan meledak menjadi “boom” real estat, terutama perumahan

Yang terjadi sekarang ini adalah penundaan realisasi  kebutuhan
masyarakat ahan'l perumahan, karena daya belinya terbatas. Keluarga-
koluarga baru terus terbentuk, dan karena pendapatannya terbatas,
perwujudan angan-angannya untuk memiliki sebuah rumah menjadi teftunda
bukannya hilang. Pada waktu perekonomian negara Indonesia kembali pulih
dan daya beli m‘ﬁsyarakat maningkat, kebutuhan nil menjadi dalam bentuk
“booming” real estat.

Dengan' mengikuti pembahasan di DPR pada saat pembentukan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1892 tentang Perumahan dan Permukiman,
maka dapat diketahui keterangan Pemerintah yang disampaikan pada
tanggal 11 Juni 1999 pada saat penyampaian RUU tersebut, yang antara
lain mmyﬂbutkan:m

Rancangan Undang-Undang ini memuat berbagai hal yang mempunyai
arti penting bagi kehidupan rakyat, bangsa dan negara, sebagai usaha

untuk mengisi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia bagi terwujudnya
kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

“ Bukg | RUL tentang Peumahan dan Permukiman, Dokumentasl OPR Rl Keterangan
Pemetnlah atas Rancangan Undang-undang Republk Indoresia Momor (kesong) tentang
Parumahan dan Permukiman, 1,
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Undang-Undang Dasar 1945, Seporti telah kita ketahui bersama, tujuan
Pembangunan Masional adalah Pembangunan MWanusia Indonesia
Soutubnya  dan Pembangunan  Seluruh  Masyarakal  Indonesia.
Fembangunan perumahan dan permukiman merupakan bagian dari
pombangunan nasional torsebut,

Sasaran jangka panjang yang ingin dicapai dalam pembangunan
perumahan dan p;aﬂnuldman ialah agar seluruh rakyat Indonesia dapat
manghuni perumahan yang layak dalam permukiman yang sehat dan teratur,

Ferumahan yang layak dalam permukiman yang sehat dan teratur itu
marupakan salah satu kebutuban dasar manusia dan merupakan faktor yvang
penting dalam meningkatkan martabat, mutu kehidupan dan penghidupan
serta ke sejahteraan rallwat dalam masyarakat yang adil dan makmur,

Monurut Mudji Sutrisno, budayawan sekaligus dosen Pascasarjana
imu Filsafat Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi  Filsafat Drivarkara,
Ursan pengadaan perumahan  adalah paling mendasar dalam siklus hidup
manusia ' Lobih lanjut, Mudji Sutrisno mengatakan ketiadaan rasa memiliki
tulah yang muncul sekarang ini, sebab hunian yang selama ini ada sama
sckall bdak  mencerminkan  kultur rakyat dalam  beraktivitas maupun
memenuhi kebutuhan hil::ll.l[.lnjpr::n.;"ll

Selanjutnya dikatakan™ bahwa perumahan dan  permukiman

Mempunyal fungsl dan paranan yang penting dalam kehidupan manusia,

Dalam masyarakat Indonesia, perumahan merupakan pencerminan dan

+
bk, 23
' Buku | R lenteng Perumahan dan Permukiman, O G, 2.

g Hastul, "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah " Fropert Indonesia, Maret 2001, 22 ‘ﬁl




sengejawantahan dari din pribadi manusia, baik secara perseorangan
maupun  Socara kesatuan dan kebersamaan dalam masyarakal. Ada
ungkapan i masyaralat kita yang berbunyl "“Rumahmu, Wajahmu dan
Jiwamu’ dari ungkapan itu tampak bahwa perumanan dalam kehidupan
manusia Indonesia mempunyai arfi dan makna yang sangat dalam. Keadaan
perumahan di suatu tempat akan memcerminkan taraf hidup, kepribadian dan
peradaban manusia penghuninya, suatu masyarakat, atau suatu bangsa.

Perumahan tidak dapat dilihat sekadar sebagal sarana kehidupan
semata-mata, letani lebih dari itu, perumahan terkait dengan proses
bermukimnya manusia, yaitu kehadiran manusia dalam menciptakan ruang
hidup di lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Bermukim pada
hakekatnya adalah hidup bersama, dan untuk itu fungsi rumah dalam
kehidupan manusia adalah sebagai tempat tinggal atau hunian dalam suatu
lingkungan yang mempunyal prasarana dan sarana yang diperiukan manusia
untuk memasyarakatkan dirinya.

Dilihat dari proses bermukim, rumah merupakan pula sarana
pengaman diri manusia, pemberi ketentraman hidup, dan sebagal pusat,
kegiatan berbudaya. Di dalam rumah dan lingkungannya itu, manusia
dibentuk dan berkembang menjadi manusia yang berkepribadian. Dengan
demikian maka dalam skala nasional, perumahan memagang peranan yang
sangat penting dalam pembentukan watak kepribadian bangsa.

Palaksanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman selama
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“embangunan Jangkas Panjang Tahap | (1969-1994) dari tahun ke tahun
mongalami peningkatan terus menerus. Meskipun sebotulnya sejak tahun
1950-an  lelah dilakukan upaya-upaya pengembangannya, dalam
pelaksanaannya masih tersendat-sendat, akibat dari situasi dan kondisi
politik, keamanan, sosial dan ekonomi wakiu itu. Pengembangan
pembangunan perumahan rakyat secara berencana dan berkesinambungan
dimungkinkan sejak Felita I, sefelah adanya stabilitas di berbagal bidang
secara nasional.

Selama Pelita | (tahun 18969/1970-1973/1974) ini pembangunan
bidang perumanan sifatnya masih sangat sederhana, uji coba untuk
parsiapan bagi p;ugr_am kegiatan pembangunan berikutnya. Salama pariode
ini pemerintaban .maaih disibukkan dengan masalah dan situasi politik, sosial
dan ckonomi, hal ini menyebabkan perencanaan perumahan belum
berkembang. Pada periode ini program di bidang perumahan yang ada
sangat sederhana dan dapat bersifat usaha-usaha persiapan bagi program
yang sebaenarnya, yang direncanakan dimulal dilaksanakan dalam Pelita I
nantinya

Hidang perumahan dan permukiman rakyat masuk secara khusus
dalam GBHM sejak Pelita Il. Sejak Pelita I, bidang perumahan dan
pormukiman rakyat dalam GBHM masuk bagian dengan judul Agama dan
Kepercayoan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial dan Budaya. Bagian-

Bagian lainnya yang sudah dibakukan yaitu : Ekonomi, Pelitik, Aparatur
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Eamerintah Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar negeri
san Portahanan Keamanan, Dari sepulub sub tepik dari bagian yang berjudul
“Agama dan  Keporcayaan...” torsobut, subbagian perumahan dan
permukiman merupakan subtopik urutan ketujuh. Hal ini menunjukkan bahwa
masalah perumahan dan permukiman waktu itu masih merupakan masalah
yatig el nampak digarap, sobab masih begitu - banyak hal-hal yang
menuiil pamarnntah lebih ponting diprieritaskan.

Solama poriode lima tahun berlkutnya atau periode Pelita 1 ini
dapat disebut sebagai awal pembangunan kebjjaksanaan dan program di
bidang perumahan. Melalui Tap MPR No. IVIMPR/S73 tentang GBHM,
bidang perumanan dan permukiman mendapat prioritas perhatian, disusunlah
kebijaksanaan dan program yang lebih jelas dan sistematis, balk secara
kuantitatif maup.url. kualitatif. Kebijaksanzan perumahan di perkotaan
dilakukan dengan melihot adanya berbagai golengan penghasilan dalam
rnmsﬁrm-:al. Fariiciintah menangani secara langsung perbaikan hingkungan
dan pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan sedang dan
menangah, seperti program perbaikan kampung, pengadaan tanah matang
untuk pembangunan psrumahan, pembangunan rumah sederhana. Program
pembangunan %-atumahan padesaan dilaksanakan melalul proyek Perintis

Pemugaran Perum Desa (P3D),

* Amnlcun Aziz fed), Op. Cit, 258-258.




Pembangunan perumahan dan permukiman selama Pelita 1I*
~srupakan peningkatan dari apa yang dicapai dalam Pelita Il sebelumnya.
“ar MPR Mo IWMPRME78 ini mengamanatkan agar dalam Pelita W ini
sembangunan  porumahan  rakyal ditingkatkan baik yang manyanglut
seogramnya  maupun  penanganannya dengan lebin  memberikan
genckanannya  kopada  asas ketarjongkauan  dan  pemerataan.
Beberapa hasil akhir secara kuantitatif telah tercapai dari yang diprogamkan
150.000 unit dapat terlampaui, namun komposisinya yang berbeda, yang
dibangun Perumnas sebanyak 100.000 unit dan oleh pihak swasta sebanyak
70.000 unit.

Memasuki tahap pembangunan nasional dalam Pelta W®, GBHM
sebagaimana  ditetapkan dengan TAP MPR No. Il tahun 1893
mengamanatkan agar pembangunan perumahan perlu makin ditingkatkan,
khususnya perumﬁhan dengan harga yang dapat dijangkau oleh gelongan
masyarakat baorpenghasilan rendah dengan memperhatikan penyebaran
penduduk, fata guna tanah, pembiayaan, perluasan, kesempatan kerja,
kesehatan lingkungan, tersedianya fasilitas sosial yang dibutuhkan, produksi
Bahan banguran setempat serta keserasian dengan lingkungan permukiman

pada khususnya dan dangan pembangunan daerah pada umumnya.

“Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republic Indonesia, Undang-
Undang Dasar, Pedomen Pengahayalan dan Pengamalan Pancasiia (Keletapan MER N
WMPRATITE), Gowis-Garis Besar Haluan Negara (Helstapan MPR No, IVAMPRAGTE)
qlqu-akana fanpa tahun), 52

Neakratansl Megara, Undeng-Usdang Dasav, Pedaman Penghayaien dan Pengamaran
Frproesda (Motelapan MPR Mo IAPRAOTE), Garig-Garls Besar Halvan Negara (Keletapan

M e IR 984), (Jakarla tanpa takun), 68
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GEBHN 1988 menggariskan agar dalam Pelita V*¥  upaya
pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan  untuk
menyadiakan pnrlumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan
harga vang terjangkau oleh masyarakat terutama untuk gelengan yang
berpenghasilan rendah, dengan tetap memperhatikan persyaratan minimum
bagi perumatian dan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi

Selanjutnya dalam GBHM tersebut juga diarahkan agar supaya
penciptaan  lingkungan  permukiman  yang bersih  dan  sehat  makin
dilmghatkan, termasuk pengembangan kesadaran dan tanggung jawab
masyarakal terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam
pembangunan parumahan dan permukiman perlu dilkuti penyoediaan fasos
sorla fasekon dan prasarana lingkungan termasuk penanganan limbah, baik
di daerah perknotaan dan perdesaan.

Garis-Garis Besar Haluan Megara (GBHN) 1993 yang merupakan
Repolita VI™ mengamanatkan bahwa pembangunan jangka panjang 25
tohun kedua merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan dan
pembaharuan dari PJP 25 tahun kesalu mengenai bidang perumahan dan
permukiman. Dalam bagian sasaran dan kebijaksanaan pokok pembangunan

dalam PJPT |l dikatalan :

a Torsoedianyas Jdan terpenuhinya kKesaluruhan masyarakat akan prasarana

Taimicun Aziz {ed), Op. Cit, 39

" Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman dan Penghayatan Pancasila (BP-7)
Pusat, Bafian Perafaran P, Garls-Garlg Besar halfvan Negara (Jakarta: BF-7 Pusat, 1584),
102
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dan - sarana perumahan dan permukiman yang makin layak dan
terjangkau baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

5. Terciptanya suasana kehidupan permukiman yang memberikan rasa
aman, damai, tenteram, sejahtera dan makin mantapnya peran searta
-masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan penyelenggaraan
pembangunan -pErumahﬂn ran nermikiman

“ebagal dasar untuk mendalami kebijaksanaan dan strategl yang
harus dijalankan, maka perlu penyamaan persepsi akan arti pentingnya
perumahan dan permukiman dewasa ini maka Kantor Manteri Megara

Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia talah digariskan Konsep

Kebjaksanaan dan Strategi Masional Perumahan dan Permukiman yang

dikeluarkan pada bulan Septembar 1998,

Kebijakan dan strategi perumahan permukiman dengan penjelasan-
penjelasannya, berlaku secara nasional sebagai arah pembinaan semua
penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. Kebijakan dan
strategi porumahan ini menjadi acuan pengembangan program yang terkait
dalam porumahan dan permukiman, Dalam setiap penjabarannya dilengkapi
dengan indikamr-imli_lr.atnr untuk mencapai keberhasilan pemenuhan strateq
yang telah ditetapkan,

Boberapa permasalahan yang dihadapi dalam wabijaksanaan dan

pragram poningkatan pembangunan perumahan di antaranya adalah:

1.Jumlah penduduk yang besar (padatahun 1990 berjumlah 180 juta)




dengan pertumbuhan yang tinggl (rata-rata sekitar 2,1%itahun) yang
diturunkan m;jadi 1.9% pada akhir PELITA V. ternyata belum dapat
diimbangi dengan pertumbuhan perumahan baru. Tingkat laju urbanisasi
yang makin cepat dan tidak sepadannya kemampuan penyadiaan
perumahan di daerah perkotaan akan berakibat tumbuhnya daerah-
daerah kumuh, hingga dewasa ini dapat dikatakan bahwa pembangunan
perumahan balk yang dibangun dengan peraturan pemerintah maupun
vang dibangun melalul swadaya masyarakat belum dapat menyeimbangl
kebutuhan yang terus maningkat. Kemampuan masyarakat dalam
manjangkau iumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan teratur
makin rendah sebagai akibat dari biaya pengadaan rumah yang
meningkat lebih  copat dari  kenaikan pendapatan masyarakat.
Ponyediaan daﬁu untuk permbiayaan perumahan yang terbatas sebagai
akibat masih baryak tergantung dari sumber dana pemerintah,
sedangkan kemampuan,

. Pemerintah -menyfediakan dana untuk subsidi perumahan dan untuk
mernngkatkan program-program yang ada juga terbatas.

Kemampuan aparatur pemerintabhan, terutama  pemerintah  daerah dan
pengaturan | pembinaan  dan  pembiayaan  untuk mendukung
pembangunan perumahan dan parmukiman belum berkembang,

Masalah pertanahan khususnya di daerah perkotaan semakin rawan,

Belum dapat dicegah spekulasi tanah, belum terkendalinga kenaikan
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harga tanah dan masih adanya berbagal hambatan dalam pemanfaatan
lanah, serta pengaliban bak dan penyelesaian hak-hak atas tanah yang
balum dapat diselanggarakan secara tertib, cepat, mudah dan murah.
=. Kurang adanya tercbosan-tercbosan teknologl dan industii bahan
bangunan dan jasa konstruksi yang dapat menunjang pembangunan
poerumahan skala besar dalam rangka menghasilkan rumah yang murah
dan lerjangkau oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Penyediaan bahan banguran belum dapat diselenggarakan secara .

‘merata di semua daerah,

T S

G. Pengombangan sumber daya manusia dan kemampuan swadaya
masyarakat khususnya yang borpenghasilan rendah pada sektor non

tormal bolum dapt mengimbangi kebutuhan pombangunan perumahan

yang torus meningkat. |
7. Aspek penclitian dan pengembangan di bidang perumahban dan I
permukiman belum terkoordinasi secara terpadu. |
FPembangunan perumahan dan permukiman belum mempunyai
keterkaitan yang sangat luas dengan sektor-sektor pembangunan yang lain,
baik yang menjadi faktor pendukung ataupun yang mendapat manfaat atau
dampak dari pembangunan perumahan dan permulkiman, adalah:>'
I. Manfaat dan dampak di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat
sangat dirasakan oleh anggota masyarakat dengan tﬂrpenuhin',ra

salah satu kebutuhan dasarnya.




2. [ bidang ekonomi, proses pembangunan perumahan melibatkan
dan mondorong pengembangan sejumiah perusahaan dan industri
hiuilu maupun hilir, menyerap modal dan menciptakan kesampatan
karja yang besar.

3. Sebagai unsur pengarah pertumbuhan wilayah, pembangunan
parumah;n dan permukiman dalam bentuk fisiknya merupakan
peiaksanaan tata ruang wilayah. Penataan ruang tersebut mengatur
berbagai fungsi dan lokasi keglatan pembangunan yaitu tempat
tnggal atau  hunian, tempat bekerja, prasarana dan sarana
kehidupan baik di  perdesaan maupun di perkotaan dalam satu
liﬂﬁ-ﬂtlulﬂ-l'l yang serasi.

4 Perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan teratur akan
meningkatkan kualitas manusia dan dapat menunjang kehidupan
sosial mlaayaml-:nt yang tertis, aman, sehingga demikian dapat
meningkatkan ketahanan nasicnal,

Juga disampaikan bahwa rumah™ sebagai tempat tinggal, tempat
awal dart pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga, dan sebagai
sarana pengamanan diri dari gangguan iklim dan gangguan-gangguan
lainmya

[Ji::.urnpil'kg; rumah yang layak, juga rumah dalam lingkungan yang
schal dan toratur, yang tercipta berkat pelayanan prasarana dan sarana

lingkungan  yang  memadai, sehingga  dimungkinkan terselonggaranya
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~cagian kegiatan akonomi, sosial dan budaya untuk memenuhi sebagian
~ari aspirasi dan kebutuhan masyarakat penghuninya.

Pemikiran tentang perumahan yang layak sejak pembahasan dan
penyusunan Undang-Undang MNomor 4 tahun 1982 teiah memperaleh
pernatian yang cukup basar baik dari fraksi-fraksi maupun dari pemerintah,

Dalam pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus RUU tentang
perumahan dan Permukiman pada tanggal 28 Nopember 1991 B guat
dibahas pasal 4 butir b yang berisikan "Azas dan Tujuan” maka darl DM
(Daftar Inventarisasi Masalah) dapat dilihat usulan dan pemerintah bahwa
penataan perumahan dan permukiman bertujuan  Untuk mewljudkan
perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat. aman, serasi, dan
teratur. Saat pembahasan menpgenal azas dan tujuan tersebut, konteks yang
tepat dalam kaitan perumahan yang layak diperdebatkan oleh masing-masing
fraksi, Fraksi ABRI menyebutkan bahwa perumahan yang layak adalah
permukiman yang sahat, aman, serasi dan teratur, Fraksi POI setuju dangan
kalimat “Mewujudkan Perumahan yang Layak dalam Lingkungan yang Sehat
dan Teratur, dengan Tetap Bersendikan Milai-nital Budaya Bangsa®. Fraks!
Karya Pembangunan menyebutkan perumahan yang layak, sehat, aman,
serasi dan teratur, sadangkan Fraksi Persatuan Pembangunan mendukung
usulan Fraksi ABRI dengan menambahkan kata-kata “arman dan Serasl.

Dalam pambahasan selanjuinya usulan dari fraksi-fraksi diterima oleh

Mgk 9A RUU tentang Perumahan dan Permuliman, Dakumentasi DPR RI, masa
Parsidangan |, Rapat a7, ranggal 28 bopembe! 1004 iam 104515 40, 3-5.
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cemerintah dan fraksi-fralsi lainnya, kecuali usulan dan Fraksi POl (yang

comudian didukung oleh Fraksi ABRI) akan diakomodasikan dalam butir d

Paﬁﬂ.l. TR T

Akhirnya, Pasal 4 yang disetujul adalah berbunyi sebagai berikut ;

2. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar

manusia, dalam rangka peningkatan dan pemarataan
kesejahteraan rakyat;

. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam
lingkurigan yang sehat, aman, serasi dan teratur;

 memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran
pﬂndu_;d'l.ll-[ yang rasional,

; menupja'ng pembangunan di bidang ekonomi, sesial, budaya dan

hidung-tﬁdang lain.

Dari sejarah lahirnya UU tentang Perumahan dan Permukiman ini,

maka tampaklah bahwa "aman dan serasi” sebagai tujuan dari penataan

perumahan dan permukiman mendapat porsi yang penting untuk ditindak

lanjuti lebih lanjut. Walaupun dalam pembahasan baik di Tingkat [, 1, W,

maupun Tingkat IV, istilah hunian berimbang sama sakali fidak permah

disinggung, namun dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menter

Dalam H;rgari, Monter Pekerjaan Umum dan Manteri Megara Perumahan

Rakyat Momor: 648-334 tahun 1992, 739/KPTS/1802 dan

NOMKPTS/1992 sebagaimana temnyata dalam konsideran bufir a




sipartimbangkan bahwa pembangunan perumahan dan  permukiman
sertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan
dasar manusia mewujudkan perumahan yang layak dalam lingkungan yang
sehat, aman, serasi dan teratur, memberi arah pada pertumbuhan wilayah,
. serta menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan
bidang-dang Italain. dalam rangka peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan rafyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila
Dalam butir b dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk mencapai tujuan
pembangunan perumahan dan permukiman yang serasi tersebut di atas,
porlu diwujudkan” lingkungan perumahan yang penghuninya terdiri dari
borbagai profesi, tingkat ekenomi dan status sesial yang saling membutuhkan
dongan dilundasi oleh rasa Kekeluargaan, kebersamaan dan kegeotong-
royongan, serta menghindari terciptanya lingkungan perumahan  dengan
pengelompalian hunian yang dapat mendorong terjadinya kerawanan sosial.
Memperhatkan arti panting perumahan dan permukiman  yang tidak
dapa! lerpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkan, maka lingkup
perumahan dan  permukiman  selain dimanfaatkannya, maka lingkup
parumahan dan permukiman selain masalah "perumahan” juga meliputi
masalah-masalah yang menyangkut aspek penataan ruang yang didukung
dengen prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum, sehingga

mombontuk  fasilitas untuk kegiatan sosial masyarakat dalam mendukung
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arikehidupan dan penghidupannya, baik di kawasan perkotaan, kawasan
pardesaan, maupun kawasan-Kawasan tertentu.

Lebih lanjut dijelaskan tentang misi, kebijaksanaan dan strateqi
umum pembarigunan perumahan dan permukiman, yaitu:™

1. Mewujudkan masyarakat mandiri melalul pembangunan perumahan
dan permukiman yang layak dan terjangkau oleh semua fapisan
masyarakat,

2. Mendorong pertumbuhan wilayah dan antarwilayah melalui
pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di perkotaan dan
pedesaan secara seimbang dan terpadu.

3. Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat,
aman, teratur, rukun predukdivitas dan berkelanjutan.

Misi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang
Mo 4 Tahun 1992 yang menyebutkan:
Ayat(1) Setlap Warga MNegara mempunyai hak untuk menempati dan atau
menikmat! dan atau memiliki rumah vang layak dalam lingkungan yang sehat,
aman, serasi dan teratur,
Ayat(2) Setiap Warga Negara mempunyal kewajiban dan tanggung jawab
untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
Selain itu juga didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1843

yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan

“kantor Menteri Megara: Perumahan dan Permukiman Republic Indonesla, Konsep
Kehiahan dan Sirateg Nasions) Perumahan dan Permukiman (Jakana: Proyek (PSSR0,

Saptermber 1908), &
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kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam

pembangunan p;urumah an dan parmukiman.

Misi tarsebut dibuat untuk mencapai visi agar semua erang manghuni
rumah yang layak dalam lingkungan pormukiman yang sehat, aman, serasi,
produktif dan lestari.

Misi tersebut kemudian dijabarkan dengan beberapa kebijakan umum
di bidaryg perdmahan dan permukiman, yaitu;

1. Kebutuhan perumahan dan permukiman pada dasarnya adalah tanggung
jawab masyarakat sedangkan upaya pemenuban kebutuhan tersebut
menjadi tanggung jawab bersama, dimana peran khas pemerintah adalah
melakukan pengaturan, pembinaan dan pembangunan dalam menciptakan
Iklim yang kondusif,

2. Pembangunan perumahan dan permukiman mengacu pada prinsip- prinsip
pembangunan berkelanjutan, melalui rencana  tata ruang wilayah yang
dinamis dan responsil sorta penatagunaan tanah, air dan udara untuk
mencapal kelayakan sebagai hunian balk di perkataan maupun perdesaan.

Agar kebijakan umum tersebut dapat terlaksana maka strategi umum
yang diambil adalah:

Pemberdayaan dan peningkatan peran pelaku pembangunan
perumahan dan 'parmul-:irnan baik saltor formal maupun non-formal dalam

penyediagan  perumahan  dan permukiman bagi masyarakat khususnya

rmasyarakat berpendapat rendah.




Strategi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan komunikasi yang

tanintegrasi sebagai jejaring, hingga masyarakat secara mandiri dan

terorgamsasi mampu memenuh kebutuhan perumahan dan permukimannya.

Otrategn umum  tersebut kemudian dijabarkan kembali menjadi

beberapa kebijakan dan strategi pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan

torsebut adalah:

AL Koebyakan |

antrunguﬁan porumohan  dan  pormukiman  yang layak dan

tenangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, Strategi yang dilakukan

acdalal

Maningkatkan aksebilitas masyarakat bagi masyarakat banyak untuk
dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan permukiman
yang sehat dan lestari.

Menderong  dan mempercepat  Ketersediaan perumaban  dan
permukiman  yang  terencana ternadn. dan produkbf | melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pembangunan dengan menerapkan
teknologi tepat guna.

Mengembangkan dan mempercepat terwujudnya lingkungan hunian
yang berimbang dan serasi dengan memperhatikan aspek sosial,
budaya dan ekonomi setempat, melalui panerapan rencana penataan

bangunan  yang terintegrasi dalam rencana tata ruang dan

pengelolaan lingkungan yang partisipasif.




Aksebilitas diartikan sebagai kemudahan pelayanan serta
pendekatan pada keterjangkauan, antara lain melalui pengembangan
paket perkreditan yang dapat menjangkau masyarakat baik di perkotaan
maupun pardasaan.

Layak tidak terlepas dari standar minimal kesehatan, sosial budaya,
ekonom| dan Kualitas teknis yang berdasarkan kondisi setempat. layak
harus  dapat  memberikan kepastian lokasi/penempatan dan  hak
penghunian sdrta kepamilikan rumah,

Kotersediaan dapat dicapai dengan pembangunan rumah baru,
peremajaan, relokasi dan permukiman Kembaliserta dengan upaya
memugar/memperbaiki perumahan yang telah ada baik yang berbentuk
rumah bersusun atau rumah tidak bersusu, yang dapat dihuni, rumah
lingkungan, berjati diri, produldif dan mencapai keserasian bangunan
serta bangunan dan tertib bangunan,

Kebijakan 2:

FPembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan, dalam rangka pembangunan perkotaan dan
perdesaan yang seimbang menuju terbentuknya sistem kota yang
mantap. Strategi yang dilakukan adalah |
1 Mompercopat tersedianya rencana lata ruang wilayah yang rinci,

transparan, dinamis, responsif, dan berkembang antara wilayah

perkotaan dan perdesaan  sebagai acuan bagi pembangunan




parumahén dan permulkiman yang berkefanjutan, efisien dan

afektif,

2  Mendorong penyediaan dan peningkatan prasarana lingkungan serta
utilitas  umum sebgal pemenuhan kebutuhan dasar serta pemacu
petumbuhan kawasan perumahan don permukiman yang lestari,

% Mendorong pembangunan dan pengelolaan perumahan dan
permukiman oleh masyarakat, yang memenuhi fungsi, tatanan dan
dayn dukung lingkungan, kondisi sosial budaya setempat, sorfa
dongan momanfaatkon sumbar daya alam (SDA) dan sumber daya
buatan secara terkendali dan ramah lingkungan.

4 Mendorong terbentuknya dan terbangunnya kawasan Kegiatan usaha
di kawasan porkotaan rakyat dalam rangka mendukung pusat-pusat
kegiatan nasional, wilayah, maupun lokal.

Rencana tata ruang wilayah termasuk penatagunaan tanah, air dan
udara serta penataan bangunan harus secara jelas menetapkan fungsi
nemanfaatannya hingga mampu  memberikan  kepastian  hak
peruptukannnya:  Disamping  itu juga harus mampu  melndungi
peruntukan rdang dan tanah bagl masyarakat golengan berpenghasilan
rondah.

Pnn:.rn&inan dan poningkatan prasarana dalam skala primaer atau
yang dinilai belum vampu dilakukan oleh masyarakat secara mandiri

menjadi tanggung jawab pemarintah.
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Lestarl dimaksudkan sebagai kondisi yang secara menerus dikelola
secara benar dan berkelanjutan, memperhatikan SDA yang ada, dalam
hal ini juga diperhatikan pola penataan air dalam konservasi,
pmrnﬂnfaatan_ dan pengelolaan dalam kawasan perumahan dan
permukiman.

C. Kebjyakda -3
Peningkatan Poran  Seorta Masyarakat dan Lunia Jusdia daiain

FPembangunan Perumahan dan Permukiman. Stategi yang dijalankan

adalah |

| Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dan semua pihak
termasulk pemorintah dan swasta dalam rangka menciptakan iklim
pombangunan yang kondusif.

2. Membuka peluang yang seluas-luasnya dan seadil-adilnya bagi semua
pihak dan lapisan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan
perumahan dan permukiman,

3, Meningkatkan dan menciptakan kemudahan ke sumber daya kunci '
dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi semua pihak.

Kesadaran dan tanggung jawab sosial didorong dan
dikembangkan melalui  berbagai  aktivitas bersama masyarakat
khususnya yang borpenghacilan rendah. Kesadaran dan tanggung
jawab sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dimaksudkan

untuk mempercepat pencapalan kemandirian masyarakat dalam bidang
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perumahan  dan  permulkiman. Penyelenggaraan dilakukan secara
bartahap molalul poningkatan kesadaran penuh dari para pembina,
pembimbing dan pendamping masyarakat mulai dari tingkat nasional
sampai  tingkat  operasional di  daerah. Di  samping  itu
penyelenggaraannya dilakukan secara terpadu sebagai jejaring yang
fidak terpisahkan satu dengan lainnya hingga tercapai efektifitas dan
efisiensi,

lkim pembangunan yang kondusif, ditempuh melalui penerapan
pongaturan, yang mryebabkan setiap orang dengan mudah dapat
memaenuhi hagat hidupnya,

Foluang yang dimaksudkan adalah peluang melaksanakan
pembangunan  (bukan hanya. menikmati hasil pembangunan) yaitu
kosempatan untuk secara aktif ikut menciptakan nilai tambah lingkungan
yang diberikan secara adil kepada semua pihak. Dalam penerapannya
tetap memperhatikan pola-pola pengadaan rumah yang tumbuh dan
berkembang dimasyarakat,

Kemudahan ke sumber daya kunci, diselenggarakan dangan
mendorong  dan  mengembangkan pola kemitraan antarpelaku dan
penyelenggara pombangunan  parumahan  dan permukiman  yang
borkoadilan (lobih momberi koborpihakan pada kalompok masyarakat

yang kurang mampu).

0. Kebijakan 4;




Femantapan kelombagaan dan pola pengelolaan pembangunan

petimahan dan pormukiman secara terpadu. St alegi yang dilakukan

inedsrlal

PMomantapkan desentralisasi sobagal polaksana  otonomi yang
nyata. dinamis dan bertanggung jawab.

Meningkatkan kemampuan penyelenggara dan pelaku pembangunan
lermasuk  pendamping masyarakat agar mampu menangani
pembangunan  termasuk pendamping masyarakat agar mampu
menangani pembangunan perumahan dan permukiman secara
profesional,

Munﬂurm_'lg dan mengembangkan peran lembaga perumahan dan
puniitkiman yang akemodatif di semua tingkatan untuk menangani
pembangunan  perumahan dan permuliman berskala kemunitas
sampai dengan skala besar.

Penyelangggara dalam hal ini dimaksudkan adalah berbagai

Jajeran birckratik termasuk para pengambil keputusan dan kebijakan,

sedang pelaky pembangunan dalam hal ini dimaksudkan semua pihak

yang tarlibat dalam pembangunan perumahan dan permukiman,

Lembaga perumahan dan permiukiman yang akomodatif

dlmﬂksudkan_bﬂik pemorintah maupun nen pomerintah yang secara

demokratis  dapat  mengakemodasikan berbagai kepentingan

masyarakat luas, Dalam hal ini termasuk pongelola pembangunan

44




kawason skala besar yang berupa badan usaha milik negara dan atau

Badan lain yang dibentuk oleh pemerintah yang ditugasi untuk itu. Dalam

ponorapannya lombaga dimaksud agar dapat melayani masyarakat luas

dengan mudah; cepat, transparan dan terjangkau ocleh masyarakat.

Semua tingkatan terdiri tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat

kabupaten/kotamadya sampai ke tingkat komunitas di lapanganm,

E. Kebijakan 5: |

Pengembangan sumber-sumber dan sistem pembiayaan

perumahan dan permukiman, Strategl yang dilakukan adalah ;

i

Mencari, mémahilisasi dan  mengembangkan sumber-sumber
pombiayaan jangka dongan lebih menggali sumboer dana masyarakat
Mengintegrasikan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman
dengan sistem menetor termasuk sistem anggaran dan perpajakan
nasional,

Dalam méngint{agm*slbzan sistem keuangan perlu mengintensifkan
sumber-sumber dana yang berasal darl pemetintab, peningkatan
fasilitas pasar hipotik sekunder dan sistem perkreditan serta peran

perbankan.

F. kKobijakan 6:

Mengembangan peraturan perundeng-undangan bidang perumahan dan

permukiman, strategi yang dijalankan adalah -

45




1 Meningkatkar, memperbaharui  dan  melengkapi  peraturan
polaksanaan dengan lebih transparan dan dilkuti serta memberikan

jaminan, kepastian dan perlindungan hulkum pada masyarakat luas.

)

Mongombangkan  pengaturan  perundang-undangan  yang dapat
memacu pertumbuhan iklim pembangunan oleh masyarakat sendiri
dengan  tetap  mengulamakan  pada  keselamatan  dan  terdib
pombangunan,

Dalam  meningkatkan, memperbaharui  dan melengkapi
poraturan pelaksana, harus diwujudkan dengan prosedur  vang labih
poendek tidak berbelit, termasuk dalam sistem informasi perumahan dan
pormskiman yang lerpadu dan trapsparan hingga pengawasan oleh
masyarakat sendmn dapat melembaga,

Clalam mangembangkan peraturan perundang-undangan harus
dapat memberikan jaminan atas pemilikan tanah dan bangunan sera
porindungan pada masyarakat yang lemah  dengan  mengurangl
kesenjangan. i samping dalam pengembangan perangkat peraturan
harus dapat memisahkan antara keperluan pembinaan dan perolehan
wirbahan pandapatan.

Dalam memacu sorumbuhan klim sombonaian, renagemhannan
peraturan harus dapat memacu tersedianya dana oleh masyarakat

sendiri dan terwujudnya pemerataan, pemberdayaan masyarakat dan

koordinasl antar para penyalenggara dan pelaku pembangunan.




FPada bagian penutup dari kensep itu disebutkan bahwa kebijakan
dan  strategi  perumahan dan  permukiman  dengan  penjelasan-
penjelasannya, berlaku secara nasional sebagai arah pembinaan semua
puinglonnnara pambangunan perumahan dan permukiman.

Kebijakan dan Stiewegs poruiaien dan peniemiicn i menas
acuan pengembangan program yang terkait dalam parumahan dan
permukiman, Dalam schap penjabarannya hendaknya dilengkapi dengan
indikater-indikator untuk mencapai keberhasilan pemenuban  strategi
yvang telah ditetapkan,

Operasional kebijakan dan strategi sebagai arah pembangunan
peiumahan dan parmukiman daerah diwujudkan oleh Pemerintah,
Menurut Sidarta™ masalah pembangunan di Indenesia sangat berkaitan
dengan Gmnd ofrategy yang kurang berkesinambungan. Masalah Grand
Strategy Pen';bangunan Indonesia inilah yang sekarang ini dirasakan
kurang ada keyakinan dalam mencapai misi yang akan datang,

Misi y:angl diciptakan dengan mensejahterakan masyarakat, dalam
masyarakat yang adil dan makmur, merupakan misi global, yang harus
diterjemahkan dalam tindakan operasional, tidak dilandasi dengan visi
peranr;ana-an pembangunan yang efisien dan maju, Pola lama jaman
Belanda yang mendasarkan lalu lintas darat sebagai "back-bone”
paerkembangan, sangat tidak dapat mewadahi perkembangan yang kita

inginkan, Timbul berbagai kendala, kekurangan-kekurangan akibat

..
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perencanaan tata ruang yang tidak dimiliki dasar yang kuat tersebut.
Perencanaan yang kuat ini akan melandasi tindakan operaszional yang
bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dan mempunyai kinerja
yang balk.

Dalam perencanaan apapun ftingkatnya, MNasional, Regional,
Propinsi Kabupaten maupun Matropolitan, Kota besar atau Kota kecil
pada suatu hnér_arch*f perencanaan yang mendasar falah :

1 Hﬂncunq'h';akm

2 Rencana Menengah

3 Rancana Samvico




BAB lli

HASIL PENELITIAN

A, Perumahan Citra
Dalam interviu yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi dari
Suprobo Antono dan Gunadi, yang berturut-turut sebagal General
Manager dan Wakil General Manager Perumahan Citra.

Hasil penelitian di Perumahan Citra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tahun Dimulainya Pembangunan di Perumahan Citra

" Citra | e | £ | & | = 3A

|
. i ) A
1984 lmﬂi | 1990 | 1998 | 198z | 1995 i

Sumber: Diclah

Pambangunan perumahan dan permukiman di Perumahan Citra
dilakukan secara bertahap. Setelah kesuksesan pembangunan di
Perumahan Citra 1, maka pihak manajemen segera melakukan ekspansi
ke Perumahan Citra 2 dan seterusnya, Hanya karena krisis moneter yang
mengakibatkan industri real estate “collaps”. Peruasan pembangunan

baru dapat dilakukan di Perumahan Citra 2A, dengan meiakukan

modifikasi disana-sini.




Tabel 3.2 Pembagian Alokasi di Perumahan Citra {satuan M2}

Alokasi THREEE S| 1A 2 T 2A |

| TS | TR ([N, -

Perumahan | 267.066 | 103800 346 435 297,705 |

“Perniagaan Is_rsn 8,000 18110 | 16284 i

“Rusun . - = - 4 |

Fasos a7 |52 5811 5811 |

| Fasum 117.461 | 47873 i 160.289 | 86.147

Taindain - i — |53.TT2 |92.1m_

' Alokasi [T = | 3A | 5

“Perumahan | 63874 | 123409 | 260448 |

“Perniagaan ” | = -

Rusun | : 23538 :

::an-na —"E.'irﬁé_l_ﬁ.'ma | @&
Fasum | 86.147 | 51054 | 174800
Lain-lain . J . 50000 |

lEumt:uer  Diolah : . -

Fasum termasuk jalan, saluran, listrik, telepon dan PAM, Di setiap

perumahan mempunyai fasilitas fasos dan fasum.




Tabel 3 3 Realisasi Fasos sampai dengan September 2001 di

Parumahan Citra

"No | Jenis |1 1Al 2 T2A]3 [3A[S
T | Gers KN 1 = R T R T
"2 |Masjio !1|,i- .
3 | KPM !1|l-!‘1 = | ®e| = | #|
I_I'I_ Ged Pertamuan ERE I ¥ 15 L= 3 -i
5 T CEE R ES AT
"'Ei_sn = 1% | B = ; - |
7 [ Taman WS W/ == =[]
8 | Kartor Pos 7| = i ’_|—l
9 | Puskesmas = s t=rai=
T 14§ =
Sumber: Diolah

Di Perumahan Citra (kecuali di Perumahan Citra 24 yang relatif
baru}, maka semua lahan fasum dan fasos sudah diserahkan ke Pemda.

Hal lain yang terjadi di Perumahan Citra 1 adalah adanya rencana
menyerahkan dua buah Sekolah Dasar, kemudian ada dua SD lagi yang
sudah dibangun oleh swasta sendiri seperti SD 5an Marino dan Bina
Kusuma. Dari pertimbangan jumiah penduduk maka oleh pengembang
dimintakan ke Pemda agar bangunan dapat dikompensasi dengan uang.

Berikut ini kita dapat melihat penyerahan yang masih di

rencanakan dan vyang sudah terealisasi mengenai fasum/fasos di
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Perumahan Citra,

Fasilitas Umum untuk Perumahan Citra 1 yang dikelola oleh PT
Citra Habitat Indonesia sesual dengan SIPPT nomof 0646/1/1984 talah
diserahkan semuanya ke Pemda. Taman Kanak-Kanak telah diserahkan
dus bidang tanah beserta bangunan, serla sebidang tanah dengan
kompensasi uang untuk bangunannya. Sekolah Dasar tefah dilakukan
penyerahan tsnah dan kompensasi uang untuk kedua unit yang harus
dibangunnya. Sedangkan kantor pemerintah berupa pos pemadam
kebakaran telah disershkan tanshnya dengan kompensasi uang untuk
bangunan. Hal ini terjadl karena ada dana dari Dinas Pemadam
Kabakaran untuk membangun pos pemadam kebakaran dari Kecamatan
Kali Deres. Sarana umum berupa Gedung Pertamuan, Kantor Pos dan
Giro, serta Kantor Pembayaran PLN, PAM dan Telkom telah diserahkan
dengan kompensasi uang untuk bangunannya, Bangunan Koramil telah
dibangun dengan dana dari Kodam. Demilkian jugs untuk Kantor
Kelurahan dan sarana olahraga berupa lapangan sepak bola telah
dilakukan serah terima dengan Pemda, Fasiltas prasarana umum juga
tolah diserahkan ke Pemda berupa jalan dan saluran, taman di sepuliih
lokasi dan lampu penerangan jalan umum,.

Fasiltas Umum untuk Perumahan Cira2 yang dikelola cleh
BT Citra Habitat Indonesia dengan SIPPT-nya berurut-turut nomor

4106/-1.711 tanggal 21 September 1989 dan nomor 604(-1.711.5 tanggal 12
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dengan uang. Uriuk SekcEn Dasan Ean Shdadeam pErRIETED Hon wik
rapan dan bangunan g Aasya. Bargunan Gersm San Washe TR, TR
ini belum diserahkan, dan pangamatan penaliti di lapangan menunjukan
bahwa bangunan masfid sudah diselesaikan. Kantor pemerintahan berupa
Rumah Dinas Camat telah diserahkan tanahnya, sedangkan bangunannya
dikompensasl dengan uang. Puskesmas dan Balai Pertemuan telah
diserahkan ke Pemda. Sarana umum berupa pos polisi, tanden air untuk
pemadam kebakaran, waler treatment, dipo sampah dan sarana olah raga
berupa lapangan vollay sebanyak dua unit telah diserahkan. Tandon air
merupakan konversi dari pos pemadam kebakaran yang sudah ada di
BParumahan Citra, sehingga Dinas Pemadam Kebakaran meminta
pengembang  untuk menyediakan saja tandon air untuk pemadam
kebakaran. Fasilitas prasarana umum berupa jalan, saluran prasarana
pembuangan air, jembatan di enam lokasi telah diserahterimakan, Taman
di 18 lokasi telah diserahterimakan dalam tiga tahap berturut-turat tahun
1995, 18986, dan 1997, juga telah diserahkan lampu penserangan jalan
urmm.

Easilitas Umum untuk Perumahan Citra 1A bangunannya
belumdiserahkan. Tidak adanya bangunan yang diserahkan disebabkan

karena lokasi Perumahan Citra 1A yang herdakatan dengan Perumahan
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Citra 1 serta banyaknya fasiltas vyeng diusashakan oleh swasta
sehingga PT Aneka Elok Real Estate sebagai pemegang SIPPT
nomor  T4374/XIIN 986 dan nomor 435/-1.711.5 memandang akan terjadi
tidak tepat guna uniuk tetap memaksakan pembangunan fasilitas umum
tersebut. Fasilitas prasarana umum berupa jalan dan saluran, taman di
lirna lokasl serta lampu penerangan jalan umum kesemuanya telah
diserahkan ke Pamda.

Perumahan Citra 3 yang dikelola oleh PT Penta Oktoeneatama
dengan SIPPT nomeor 3417/-1.711.5 kewajiban tanah uniuk fasilitas sarana
umum telah diserahkan semuanya, Sedangkan bangunannya berupa
taman kanak-kanak, sarana tempat ibadah, kanter pemerintahan, balal
warga., puskesmas dan water freatment belum diserahkan. Sarana
olahraga telah dilakukan penyerahan pada tahun 1597, Fasllitas prasarana
umum berupa [alan dan saluran, taman di lima lokasi serta lampu
penerangan jalan umum telah diserahkan.

Perumahan Citra 3A dengan SIPPT nomor 1487407115 yang
dikantongi oleh PT Citramas Pentama telah menyerahkan dua unit tanah
untuk  fasiltas sarana umum Taman Kanak-Kanak tetapi belum
menyerahkan bangunannya, dan telah menyerahken sebidang tanah dari
dua bidang yang menjaul tanggung jawab pengembang untuk sarzna

Selkolah Dasar. Sarana tempat ibadah dan sarana olshraga belum

diserahkan, sedangkan tanah wuntuk Balai Pedemuan telah




diserahterimakan, Fasilitas prasarana umum berupa jalan dan saluran, 11
bidang taman dan 153 titik lampu penerangan jalan umum telah
diserahkan ke Pemda.

PT Jasa Jakarta Investindo sebagal pemegang SIPPT nomor
3467/-.711 untuk Perumahan Citra 5 telah menyerahkan semua lahan
yang menjadi kewajibannya sebagal fasilitas sarana umum, berupa tiga
unit taman kanak-kanak, dua unit sekclah dasar, sarana tempat ibadah,
kantor pemerinfabhan, balai perfemuan, puskesmas, water ftreatment,
pemadam kebakaran, pos keamanan, dipo sampah, gardu listrik dan
lapangan tenis serta volley. Fasilitas prasarana umum berupa jalan dan
saluran, empat titik untuk taman dan 313 titk lampu penerangan jalan
umum.

Pada saat penslitian dilakukan proses sampai dengan keluamya
IMB telah diselesaikan untuk pendirian balai pertemuan di Parumahan
Citra 3 dan pendirian Taman Kanak-Kanak untuk Perumahan Citra 5.

Perumahan Citra 2A yang dikelola oleh PT Candrasa Pranaguna
dengan SIPPT nomor 1350/-1,711.5 tanggal 16 Juni 1997 sama sekali
belum melakukan penyerahan baik lahan maupun bangunan untuk fasilitas
umum dan prasarana umum. Perumahan yang relatif baru ini sampat saat
ini merupakan salah satu perumahan yang fetap “survive™ dalam masa

sult sepert sekarang ini.

Perhitungan untuk membuat fasilitas umum /sosial dapat dilihat di




tabel yang dikeluarkan oleh Dinas Tala Kota, Pada tabel standar
kebutuhan sarana Kota DKI di Jakarta yang dikeluarkan oleh Dinas Tata
Kota DKl Jakarta tampak fasilitas umum dan prasarana umum yang
dipakal untuk menghitung kebutuhan sarana yang diperiukan oleh seliap
penduduk pada jumiah fertenty, Sebagal contoh, masalah pengadaan
Sekolah Dasar sudah harus ada di sefiap kelipatan 1.500 jiwa, setiap
kelipatan 12.500 jiwa harus ada satu Sekclah Menengah Tingkat Pertama,
dan setiap kelipatan 28.000 jiwa harus ada sebuah Sekolah Menengah
Tingkat Atas. Masing-masing sarana tersebut telah diberikan batasan luas
minimurm yang harus dibangun, misalnya untuk Sekolah Dasar minimal
2000 m? untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama seluas minimum
4000 m dan untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas seluas minimum
4,000 m°.

Selain perhitungan di atas maka perhitungan sederhana yang
biasanya di lakukan oleh pengembang  untuk fasilitas-fasilitas lain

didasarkan pada asumsi bahwa untuk satu kaveling dianggap mewakili 4.5

fiwa. Berdasarkan perhitungan ini maka dibanguniah fasilitas-fasilitas fain

sebagai benkut:




Tabel 2.4 Realisasi Fasilitas Lain sampal dengan September 2001

di Perumahan Ciitra {Satuan . unit)
MNe |Jenis 1 1A 2 | 2A 'l_z [3a | &
T | Lap. Tenis BEINERIEREERE
f - I |
| 2 KolamRenang | 1 | - [ 1 | = - = =
3 | Pujasera | - - 11| - = | | = |
! | .
4 Pasar [ - 1 = | = | = « | 1]
= | I JI_ i |
Sumber: Diolah

Fasilites ini dibangun atas inisiatf pengembang dan semata-mata
untuk meningkatkan nifai tambah bagl penghuni. Fasilitas [ain ini dikelcla
secara profesional dan bukan merupakan fasilitas bebas biaya bagi
penghuni. Fasilitas ini tidak dibangun di semua Perumahan Cira tetapi
disesuaikan dengan |
1. Waktu Pembangunan..

Pembangunar fasilitas lain di Perumahan Citra 1 dilakukan
untuk meningkatkan nilai tambah perumahan bagi penghuni terutama
karena pada ssat pembangunan (sekitar tahun 1984) belum ada
fasilitas sepert ini di lokasi dan sekitar lokasi perumahan.

2. Lokasi.

Kedekatan lokasi dan jangkauan jarak serta kemudahan

transportasi menjadi petimbangan untuk membangun fasilitas ini,

Fasilitas dibangun di Porumahan Citra 2 karena Perumahan Citra 2
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merupakan akses utama untuk menjangkau Perumahan Citra 24, 3,
3A maupun 5.
3. Jumlah Penghuni

Perumahan Citra 1,2 dan 5 mempunyal jumiah penghuni
terbanyak dilihat dari jumiah unit perumahan yang dibangun. Dengan
jumlah rumah yang dibangun barfurut-turut sebanyak 1.404, 1.186 dan
1.905 wunit untuk Perumahan Cira 2, Cltra 1A dan Citra 5
menghasilkan prediksi penduduk sebanyak berturut-turut 6318, 5337
dan 4528 jiwa merupaken potensi yang besar untuk “disenangkan”,
Pengembang selalu menggunakan prediksi satu unit rumah dibhuni oleh
45 jwa yang merupakan sngka prediksi yang paling mendekati
kenyataan dengan memasukkan semua unsur termasuk di dalamnya

kemungkinan rumah belum dilempati.

Tabel 3.5 Rencana Pembangunan Rumah di Perumahan Citra 1, 1A,

2,2A,3, 3A 5.
Ukuran Tanah Ciral | 1A [ 2] 2A [ 3 [3A[ 5 ‘
3eXi=a2 | - TTsTa e a s |
isde=1z | - te T ] =i I
:_53:_:1'3;%_"1'__?__ R R I ‘
BxlG=114 | - i R i i e o
RETITTT B o W R : =1
| .




-

f?,'zx"iﬁ—'i:l_ﬁ'.é_:_ - - =1 98 | = | -]
exie=128 | - | - |- | 3 |- |- | =1
8X16=144 e | = i'._ % - - I -
10%20=200 , : e | = | 32 I 2 | = | :
12X24=288 - ot R - I  r] e

Sumber - Dialah |

Selain Perumahan Citra 2A yang relatif masih baru maka
perencanaan pembangunan di Citra 2A ini dengan memperimbangkan
segala sesuatu tenitama yang berkatan dengan harga. Saat
pembangunan di masa krisis mengakibatkan pengembang melakukan
modifikasi rencana, Bila dibandingkan dengan proyek-proyek yan lain
yang sudah ada sebelumnya maka tampak jelas dalam perencanaan yang
dibuat untuk Perumahan Citra 24 menggunakan ukuran yang “aneh”. Hal
ini semata-mafa dilakukan untuk dapat menghasilkan unit rumah yang
terjangkau untuk masyarakat, karena pada saat ifu sensitifitas harga
sangat tingg. Sirategi ini merupakan strategi tepat, terbukdi dari hasil
penjualan yang sampai saat ini sudah mencapai 100% dari unit yang
sudah terbangun, bahkan pesanan unit sudah mencapal 450 buah unit

yvang harus segera dibangun.




Tabel 38 Realisasi Pembangunan Perumahan sampai dengan

September 2001 di Perumahan Citra  {satuan unit)

Fitral ! CitralA | Citra2 | Citra2A Citra3 | Citra3A | Citra5 |
|4x15-114 Px15-44 6X15=124 p‘smzéi BX15=272 }Exis-zz'?“isﬁs?-ta"'
6X15=384 EBX16=145 6X16=245 Faﬁma-w BX16=56 @8X15=169 6X18=22
bﬁuﬁéﬁ'_’sxm“—'ﬁ' 6X20=80 Wsxie-8 Fx1a~.11 BX20=10 BX16=428
EX24=B  BX20=167 sl,a:-:15=153 6X15=25 BX20=115 BX175=4 mxzn 54:
8X15=151 @X16=28 BX16=163 6X16=68 BX15=75 BX20=34 mmamaa
lixzs=4? ex22=14 BX17=12 _'ﬁ'fi"s'-_z? 8X20=10 |1=}x15-32 12X20=28
BX20=21 HOX20=37 ﬂ)ﬁﬂ-ﬁﬂ 7.2X12=18 | 10X15=25 -12:-:22 30 '12.1-:3:: 79 |
20=5 : mm 5=27 |7.2X16=53 HmE:m ' | |

10X15=208 - 1ﬂ11ﬂ=193 |EI1E—1E ’ - i '|
10%20=114 E !m:-ua-is Iax1a-41 T ' =
10X25=48 - 10X20=162 | = B -
10X24=18 ~ ﬂ'ﬁii’ié'ﬁ_f | = i _ & i = .
12X25=52 - 10X24=67 | = | il j | |

- [12X20=38 | = | . ' |

- i2X24=35 | . Dk |

~ i2X30-8 | . 1 ' . - |
Sumber : Diclah

Ukuran dan luas tanah di Perumahan Citra 2A agak berbeda

dibandingkan dengan perumahan-perumahan yang lain disebabkan

karena Perumahan Citra 2A dibangun pada tahun 1998 yang merupakan

titik kulminasi terendah bagi pengembang dan merupskan tashun yang

berat bagi

pembeli perumahan. Strategi yang diterapkan oleh

pengembang adalah untuk menampung permintaan unit rumah yang
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murah bagi yang benar-benar membutuhkan dengan harga yang relatif
terjangkau.

Tabel 3.7 Biaya Pembangunan per m® di Perumahar Citra

{satuan ; Rp.000)

: Ukuran| Luas | Citra | Citra | Citra | Citra | Citra | Citra | Citra |
Tanah | Bangunan | 1 w, | 2 |2A| 3 |3 | s
(M2) (M2) | |

432 | 48 . % * - 500 | - | - ,
516 | 87 | - | - e = | = .
|® | % T30 - - = = =
| TR 59 "I 640 g | _'—I
86 4 a7 - i - - 500 - 1 - = |
8 | 103 300 | 400 | 420 | 620 | 450 480 | 430
| 8 | T :";."—iij‘;‘-uﬁu 400 ' 640 | 450 | 480 | 450 |
108 a1 E | - [ 486 - = 1
114 | 58 - | 50| - 6w | - [ - -
52 - =l el =1=1=1=]
720 82 | 400 | 44D | 420 | 580 - | 460 | -
R 300 [ 340 [ 370 | 680 | 340 | 400 | %0 |
; 136 120 | - [ -1 = 880 - . | - l
| 150 104 350 | 410 | 400 | 600 | 410 | 470 420 |
- 160 122 am'lsqn!azmﬁzu! I4Eﬂ:35i]|
- 176 1 | - 400 | - _ = | 5
180 | 136 - - [ 600 | 770 | - = = |
200 | 114 i b 535 | 750 | 550 | 800 | 570
Zio & | - - | 525 i :
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240 [ 162 | - | - | 550 [ 800 | - = T =1
I .. I R O W G
N 0 A I A
- 286 'TBS_L_- N = 550 | 820 - - |
300 | 189 500 | - K ¢ It % - |
B =i+ -[~=]: |
Sumber: Diolah

Tabel 3.8 Harga Satuan untuk biaya pembangunan per m-
di Daerah Khusus lbukota Jakarta (dalam ribuan rupiah)

a. Bangunan tidak bertingkat

| Kalas Tahun

' 1984/ 1988/ 1881/ 1892/ 1993 1995 i1995 !1999." |

- . _ . |
1885 (1880 1992 ;1993- 19694 | | 2000 .

H | |

e —

KelasB |205 333 404 436 479 551 Bas 1118

e ! |
IHB‘»&E A | 245 Iﬁaﬁ 5452 :453 537 605 529 [IEEE .
| | | i ' ) |

b. Bangunan bertingkat

| Kelas Tahun
[ |

’ 1984/ liE&Ef 1991/ 19927 1993/ 1995 1998 (1599
; 1985 1990 .LIE-EIE 1993 1994 |

KelasC 1185 296 053 362 420 480 711 942
EM'“FEE--~$1 471 500 560 643 B50 (1256
: | [ [ f |

Kelas & rqas 441 528 570 627 718 1062 11406 |




2. Rumah dinas

Kelas ~ Tahun

19&4!19&9? 'memmem.maw rIEEE 1998 1958/ |
1985 1990 (1992 1993 1994 ! i 2000
3650,70 130 213 250 280 (06 (55 555 I

| S /O S -l
120 140" l_rzzan' 293 lfa*rﬁ 347 407 |:593 ??9 |

250 'r1-m an ram 331 364 422 lsm "iéaa
|

|
Sumber Direkmr J&ndmi Cipta Karya, D&parteman Fehﬂr]aan
Umum diolah

Angka-angka harga satuan untuk biava pembangunan per m° di
tahun 1995 dijpercleh dengan menggunakan metode peramalan trend
dengan garis lurus, Dalam perhitungan ini tahun 1984 diabeikan karena
terlalu jauh dengan data-dsta yang akan diramalkan. Sedangkan dats
tahun 1958 diperoleh dari perhitungan intrapolasi antara data tabun 1995
hasil peramalan dengan data tahun 2000. Hal ini dilakukan karena tidak
diperolehnya data untuk tahun-tahun yang bersangkutan, Penggabungan
antar departemen pada mengskibatkan sulitnya memperoleh data. Lebih-
lebih lagi dari informasi di perpustakaan eks Departemen Pekerjaan Umum
yang tidak lengkap datanya.

Perhitungan dengan menggunakan metode peramalan trend
dilakukan karena sampai dengan tahun 1885 keadaan harga bangunan
dan biaya-biaya masih dapat diprediksikan, sedangkan tahun 1958 yang

merupakan tahun puncak krisis keadaannya sudah jauh berbeda dengan
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tahun-tahun sebelumnya sehingga menurut peneiii, metode denrgan
menggunakan infrapciasi  jaun lebith memadai untuk perhitungan
pengolahan data.

Pada kenyataannya SKB tahun 1992 tidak beralan disebabkan
karena :

1. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih.
7 Pemda sendiri tidak “concem" dan tidak disosialisasikan .
4 £KE ini cenderung untuk witayah di luar DK, karena di DK| sudah
mempunyai peraturan  yang lebih rumit dari SKB, seperti misainya
5K 540 tahun 1990 dan SK 640 tahun 1982,
Sebagai perumahnan yang berwawasan lingkungan, maka Perunmahan
Citra telah mempercleh penghargaan dari Menteri Permukiman dan
Pengembangan Wilayah sera Menter| Negara Lingkungan Hidup pada tahun
2000 untuk kategori Perumahan dan Permukiman skala sedang yang
memenuhi penghargaan sebagai Perumahan dan Permukiman Berwawasan
Lingkungan 2000.

Berdasarkan kriteria yang diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup,
Parumahan Citra telah memenuhi kriteria tertantu seperti, daiam Kritena
peraturan dan perundangan, butir tentang Perijinan Pembangunan,
perumahan Citra telah mempunyai lzin Prinsip, l2in Lokasi, IMB dan

Pengesahan Rencana Tapak. Butr Pertanahan, telah memenuhi proses

pembebasan tanah dan kelancaran pensertifikatan tanah.  Butir




Kasesuaian dengan Rencana Kota, telah memenuhi kebutuhan lokasi dan
rancangan lngkungan, penggunaan tanah, kepadatan, perubahan
rencana, fasos dan fasum, sera kelayakan huni rumah. Pada butr
Kemitraan dan Pemerataan, telah memenuhi kriteria pemerataan dalam
ari memenuhi kriteria 1:3:8, serta kemitraan dengan masyarakat
setempat. Pengembang Perumahan Citra selama krisis ekonomi tahun
1997-1999 telah meminjamkan tanah yang belum dibangun untuk diclah
masyarakat, dengan juga memberikan bantuan bibit. Pengembang juga

memberikan harga yang sangat murah untuk warga yang ingin berusaha
dengan menggunakan ruko.

Berdasarkan kriteria Penghijauan dan Pertamanan, maka
pengembang Perumahan Citra telah menyadiakan jalur hijau, ruang hijau,
bahan bangun dan pekarangan hijau. Pengembang mengembangkan
manajemen penghijauan dan partisipasi pengembang dengan masyarakat
setempat tenvujud dengan pernah diadakannya perlombaan keindahan
taman.

Dalam hal pengelolaan sampah, pengembang telah mempunya
tempat pembuangan sampah baik bak sampah, tempat pembuangan
semantara maupun tempat pembuangan akhir. Juga distur adanya
manajemen persampahan yvang melayan! warga penghuni. Sampal saat
ini menjadi target pengembang adalah dalam hal teknologi pengeloaan

sampah, baik dengan sistem dumping, Sanitary landfill, pembakaran
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ataupun sanitasi.

Pengolahan air bersih di Perumahan Citra patut mendapat
acungan jempol. Dari sumber air yang ada, air diclah dengan water
treatment yang khusus dibangun untuk itu, sehingga kualitas air  baik
warna, rasa dan bau dapat terjamin. Juga terjamin pasokan ait sepanjang
tahun.

Perumahan Citra juga tidak permmah mengalami banjir karena
sistem drainase lingkungan dan sistem drainese kota yang sudah baik. Hal
ini disebabkan karena konsistensi pengembang saat membangun dengan
tetap mengikuti ketentuan secara taat dan Depantemen Pekeriaan Umum.
Walaupun begitu, Perumahan Citra dalam hal pengeiolaan limbah cair
belum dapat dikatakan berjalan, Inovasi lingkungan yang sudah ditakukan
adalah dalam program penghijauan yang memperhatikan aneka ragam
hayati, dengan menanam pehon tanjung, pohon kayu putih dan pohon-
pohen lainnya.

Pengembang juga sudah menerapkan asas dari Ps 4 (b) UU No. 4
tahun 1992, berturut-turut :

1. Sehat
a. saluran pembuangan (terbuka dan tertutup) dan sistem  drainase;
b. pohon lingkungan: Angsama, Kupu-kupu, Bintaro, Kayu Putih,

Kasia Magiun;

c. pemisahan air cucian dan buangan (ke septitank];




d. rumahnya sendiri cukup ventilasi,

e. WKCID (wisma kecil tunggal) dimana dengan luas <150 m’,
mempunyai lebar rumah  sampai dengan 8 meter dan mempunyai
jarak bebas samping;

f, WKGC/D (wisma kecil tunggal) di mana dengan luas <130 mempunyal
lebar rumah sampal dengan 8 meter dan tanpa jarak bebas samping.

2. aman, yaitu dengan adanya struktur bangunan sesuai dengan
standar bangunan.

3. Serasi dan teratur

a) penghijauan

b} lebar jalan

Beberapa strategl yang dilakukan mansjemen Perumahan Citra
urtuk menyiasati penjualan pada masa krisis moneter,
1. Melakukan diversifikasi produk.

Seperti yang sudah kita fihat, Perumahan Cira 2A yang
dibangun pada masa krisis mempunyal ukuran tanah dan bangunan
yang “ansh" Pada prinsipnva, pengembang berusaha untuk dapat
membuat rumah yang terjangkau. Pengembang menerapkan "tailor
mada" sistem.

2. Perhitungan profit margin dengan menggunakan base prosentase,

Pada saat krisis, pengembang menerapkan strategi base

prosentase untuk menghitung keuntungan dari setiap unit yang
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dijualnya. Katakanlah, bila sebelum krisis keuntungan per unit adalah ]
10%, maka pada masa krisis tetap diusahakan untuk mendapatkan ;
prosentase tersebut dengan tidak memperhatikan besamya rupiah |
yang diterima yang kemungkinan besar menjadi turun. !
3. Menurunkan harga jual.
Pada saat krisis, Perumahan Citra meluncurkan produk rumah
dengan harga dibawah Rp 100.000.000.- (seratus juta rmpiah).
sehingga timbul kesan bahwa pada masa krisis harga rumah yang
dijual Perumahan Citra tetap murah.
4, Meniaga kepercayaan masyarakat.
Strategi penting ini dilakukan dengan cara tetap melakukan
penjualan dan melakukan pembangunan rumah-rumah baru. Bahkan
strategi ini diterapkan dengan disiplin yang tinggi, sehingga tidak
jarang dapat menghasilkan unit rumah yang penyershannya [ebih
cepat dari rencana yang sudah dicanangkan sebelumnya. Hal ini
menimbulkan kesan positif terhadap konsumen sehingga mereka
tidak segan-segan melakukan personal promosi ke rekan dan sanak
saudaranya.
Dengan adanya pembangunan itu maka konsumen yang sudah
membeli kaveling siap bangun segera membangun rumah di atas
kavelingnya karena beranggapan bahwa pengembang juga

membangun berarti tidak ada hal-hal yang perlu ditakutkan. |




5. Strategi marketing tetap dijalankan dengan gencar.

7

Salah satu keglatan pemasaran yang cukup unik yang dilakukan
pengembang adalah dengan menjual tanah/kaveling sisa, yang
kantuknya tidak ideal dengan harga miring. Tanah-tanah sudut
ataupun tanah yang tidak persegl empat dijual dengan harga khusus,
Strategl ini setain menarik konsumen juga menghasilkan aliran kas
yang sehat bagi pengembang.

Konsolidasi organisas:.

Restruiturisasi organisasi dengan membuat struktur yang "slim”
dan tidak “depth”. Juga dilakukan tata ruang yang lebih kekeluargaan,
Ruang manager tidak lagi dalam ruang tertutup tetapi diubah menjadi
ruang terbuka.

Memelihara hubungan dengan penghuni.

Salama masa krisis, pelayanan ke penghuni justru ditingkatkan
antara lain dengan memberikan fasilitas untuk menerima keluhan
ganaguan listrik yang siap menampung keluhan selama 24 jam sehari,
perbaikan jalan-jalan, aliran air yang tidak pernah macet. Strategi ini
penting dilakukan karena Perumahan Citra mempunyal pesaing
potensial pada area yang sangat rapat. Hal-hal seperti tersebut di atas
tidak dapat sepenuhnya diakukan oleh pesaing. Hal positif lainnya

yang dialami oleh pengembang pada saat kerusuhan Mei 1288 tedadi,

Perumahan Citra relatif aman sehingga anggapan bahwa perumahan




~zng dekat Cengkareng tidak aman menjadi suatu adagium yang tidak

B. Perumahan Citra Raya

Dalam interviu yang dilakukan, penelii mempercleh informasi darni
Hendry MNurhalim dan Zulia Parwita, berturut-furut sebagai General
Manager dan Assistant Manager Planning & Design Departement

Perumahan Citra Raya dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Tahun Dimulainya Pembangunan di Perumahan Citra Raya

TAMAN TAMAN | TAMAN | TAMAN | TAMAN
|

PUSPA | PALMA | PUSPITA | RAYA | CARIBEAN

|

| 1985 1985 | 1985 | 2000 | 1896 |
TAMAN | GRAHA | MULA | MULIA | KUSUMA | |
. i |
TELAGA ‘ PRATAMA | ASRI | ASRINL | DWIPA |
1996 1996 l 906 | 1996 | 1996 |
, I J |

GRAHA | MEKAR | KEBUN | SERDANG | SERDANG iéERﬁ;ﬂiﬁa ';
INDIRA | ASRI | RAYA = ASRI ASRIIL | ASRIN |
jg@8 | 7987 | 1897 | 1887 | 198y | 1997 |

Sumber: D'idah




Pembangunan di Perumahan Citra Raya dilakukan sebelum

leriadinya

krisis ekonomi di Indonesia. Kawasan Taman Puspa dan

Taman Palma merupakan kawasan yang dibangun pertama, sedangkan

kawasana Taman Raya baru dibangun tahun 2000.

Tabe! 3,10 Pembagian Alokasi di Perumahan Citra Raya (satuan M2)

Alokasi TAMAN | TAMAN | TAMAN | TAMAN | TAMAN |
| PUSPA | PALMA | PUSPITA | RAYA I CARIBEAN |
‘Perumshan | 136789 | 91803 | 88518 | 108181 | 12911 _i
Bemiagaan | 17628 | 73756 | 18880 | 7518 |
Fasos ! =3 3587 1 - - I - m
:'Easum - | 262498 | 138903 | - 8584 |
_Lua;areal : - . =_—— === . |
Alokasi TAMAN | GRAHA | MULIA | MULIA | Husumai
TELAGA | PRATAMA | ASRIl | ASRIN | DWIPA |
‘Perumahan 144668 l 50722 | 20382 | 112662 | 106341 i
Perniagaan | 40152 4604 I 552 | 24838 .
Rusln - " ! - | = = =
Fasos 58214 - - 1085 | -
i'i‘-'sisuﬁ 546716 | 64712 | 24075 = 66978 : 49871 _I
E:aﬂﬂmal | - | A | = ~ & JI




I.qi'uh;a-'si " [GRAHA MEKAR KEBUN | SER- | 8ER- | SER-

| INDIRA ASRI | RAYA |DANG | DANG | DANG

| | | (ASRLI | ASRIII | ASRI I
|

Perumanhan | 78582 l?zﬁaa 56541 (155804 152873 | 100190

_T...

Pemiagaan 1 2869 | 612 |14121 [16277 | 4604 | €0

Rusun I T = TR ]

Fasos 6281 | 5974 SR 2835 | 988 | |
Fasum 83536 | 41403 | 40733 (111170 104167 | 72456

iLua:. Areal | =« | - [ = | = | = ! -

Sumber :Diolah
Pengaiokasian fasos dan fasum tidak dilakukan untuk sefiap
kawasan, tetapl dialokasiken untuk Perumahan Citra Raya secara

kesaluruhan,

Tabel 3.11 Realisasi Fasos sampai dengan September 2001

di Perumahan Citra Raya (satuan: Unit)
NO. | Jenis i Perumahan Citra Raya
1. | Gereja ' o
2. Masjid | B
3 KPM : i

il |
4, | Ged. Pertemuan ‘
|




i' 5, | TK I 3
& "'i"sn | 3
!‘"? G | i
i_E_" Taman : Beberapa |

8. Kantor Pos | -

‘Sumber : Diolah

Dari master plan yang dibuat telah dialokasikan 40% untuk fasilitas

umum dan sosial. Dalam prakiek yang terjadi, penyerahan tidak berjalan

lancara karena pihak pemda tidak siap untuk menerima: Penyarahan yang

dilakukan oleh pengembang hanya berupa lahan matang, dan
pembangunan gedungnya ditentukan oleh pemda.

Fasilitas untuk tanah kuburan oleh pengembang Perumahan Citra

Raya telah diserahkan dengan melakukan perluasan terhadap lokasi

kuburan yang telah ada.

Tabel 3.12 Realisasi Fasilitas Lain sampai dengan September

2001 di Perumahan Citra Raya (Satian ;unit)
Mo, - Jenis = Unit
1 Lap. Tenis - - |
I ' Kolam Renang 3
L Pujasera | 4 |




4 Pasar 1 = |

5 Lap. Volley - | 1

& | Lap Basket o i_ - &
7 "Lap. Bulu Tangkis —] 3
‘Sumber ; Diolah l

Tabel 3.13 Rencana Pembangunan Rumah di Perumahan Citra Raya,

" Ukuran | TAMAN | TAMAN | TAMAN | TAMAN I TAMAN

Tanah | PUSPA | PALMA | PUSPITA = RAYA | CARIBEAN |
80 11 : - | -
20 | - | - _. - | 28

72 | = _i = E 148 |

T : : i ity R S i

i | 4 R, RN S SN

<R EE | |

| 'a;r“ ER R . |

Ukuran ‘ TAMAN | GRAHA | MULIA | MULIA | KUSUMA |

Tanah | TELAGA F*EATAMAI ASRII | ASRIIl | DWIPA
=] | BE =
120 M [ - | - | - Z ,
— : | - - ‘ _l — I

& == % | - |




g 8

[Ukuran GRAHA MEKAR HEE_iUNI SER- | BER- | SER-
[ |
Tarah [INDIRA | ASRI | RAYA | DANG | DANG | DANG
|
ASRII | ASRIN | ASRIII |
= R LS e —
a0 2 ! : i 2R B [ s
120 93 . - | - . N
72 ’ - | e i - | fmo 137
AL - | alll
g1 = : = [ = | @ :
! !
200 = 3 S i = i . —
80 T e N o
Sumber : Diolah :

Perencanaan pembangunan rumah baru di Perumahan Citra Raya

dilakukan pada bebarapa kawasan, dan semuanya untuk ukuran rumah

kecil. Hal ini dapat dimengerti mengingat pembangunan dilakukan pada

saat daya bell masyarakat menurun kaibat krisi ekinomi yang melands

Indonesia.
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Tabel 3,14 Realisasi Pembangunan Perumahan sampai dengan

September 2001 di Perumahan Cira Raya (satuan unit)

CTAMAN | TAMAN | TAMAMN TAMAN TAMAN |
PUSPA PALMA PUSPITA RAYA  CARIBEAN !
60X12=205 | 5X16=60 | 4,15X15=33 | 5X18=56  6X12=21 |

" BX18=52 | BX18=9T | 45X11=55 BX16=25 3
!’E’:ﬁs.:zz? BX16=31 | 6X15=147 | BX18=23 | .
TEXi7=55 | 10X16=82 | 8X15=122 | TX22=21 =
aX15=233 | T0K20=137 | BX18=12 - 10K16=63 =
;mmarim' 1EX20=20 | 10X16=64 mxza=rz! |
10X20=102 | 12X25=29 | 10X20=20 | 12X25<85 |
, ! . 10X21=14 | 18X25=15 |

2 ' 5 12%25=20 | BA16=19 :

= ' . | : BX16=41 . |
TAMAN | GRAHA | MULIA MULIA | KUSLUMA
TELAGA | PRATAMA | ASRI| | ASRI I | DWIPA

BYX20=46 | 4 5X15=49 '| EX9=178 | BX12=275 | 12X25=35
|

10K20=72 | BX12=155 | 6X12=217 | BX135=220 =

[
' = 6X15=271

1
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BX135=143 BX12=832 BA15=47 | 6K12=731
I |

.
| ASRI | RAYA | Asmil | AsRIN | ASRIW

e ey il

INDIR A

e e S
Sumber ; Diolah

Pada saat krisis ekonomi terjadi pengembang melakukan beberapa

strategi penjualan yaitu |

1.

Menjual kaviing sudut yang ada. Hasil penjualan ini merupakan 20%

dari hasil penjualan pengembang secara keseluruhan.

Menijual kavling tusuk sate dan kavling yang bentuknya tidak beraturan

Penjualan ini mendapatkan pemasukan sampal 105 dari hasii penjualan
pengembang. Kaviing tusuk sate dimaksudkan kavling yang menghacap

tangsung ke jalan.

 Menawarkar cicilan in-house, yaitu pembayaran cicilan pambelian

rumah ke pengembang. Hal ini dilakukan karena tidak dikucurkannya

dana Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) cleh perbankan.

. Melakukan penukaran (tukar guling) untuk unit rumah yang sudah

dipesan tetapi belurn ada infrastrukiumya ke jokasi lain yang lebih baik.

Strateqgi pemasaran dan pelayanan yang dilakukan pengembang cukup

MEKAR |KEBUN gseﬁmmﬁ' !EEH'EEHG 'SERDANG |

BHi2=411 BX135=192

BX15=221 - BX15=46 BX135=145] - - =

| I — A Tt




mengena sehingga dalam masa krsis, kepercayaan konsumen

terhadap pengembang Parumahan Citra Raya masih tetap ada,

Tabel 315 Harga Satuan untuk Biaya Pembangunan per m?

di Perumahan Citra Raya [ dalam ribuan rupiah )

(Ukiran | Cuas:  [TAMAN [TAVIAN | TAMAN [TAMAN T TAMAN |

| .
Tanah Bangunan 'PUSPA |[PALMA |PUSPITA  RAYA ‘GFH!EEM
M2) (M2) |
50 44 | - - 400




| 200 150 450 | 450 | 450 500 | :
| ST s | ! '
| 210 120 - | | 450 - - i
- N )

300 250 - 450 | - B00 2 i
; M i
| 375 2 | - - 600 | :

Ukuran | Luas | TAMAN GRAHA MULIA [MULIA [KUSU- GRAHA

!Tanah Bangun |TELAGA PRATA :Asﬁlr-;hsﬁi | MA INDIRA |
M) an M2) MA | DWIPA :
B0 | 44 & 3 : 1 = 1 = |
54 | 2 = | = 225 —E
g0 | 21 =z - . T

675 | 48 | 450 | 300 | a15 | - 400
77| % I T B |
8 | 3 = = - - - 45ﬂ_!
90 | 54 : : : = . .
% & = | = [ * : =
103 | €0 R T A - I

120 74 = = 1= T = T = i i
! RE | o | = - - | - ""_:__!_-__:
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Tabel 3.16 Harga Satuan untuk Biaya Pembangunan per m”

di Tangerang (dalam ribuan rupiah)

a. Bangunan tidak bertingkat ;

| Kelas ~ Tahun

|
|
1995 | 1998 | 1989/

| 2000 |

415 | 827 -: 789 |

.' 1984/ 1989/ | 1991/ | 1993/
| 1985 | 1990 i 1992 | 1994

|HEI35C 145 | 224 | 303 | 303
. I | |
| KelasB | 180 | 283 | 404 | 404 | 551 | 835 | 1052 |

| = r== |
| Kelas A | 220 | 334 | 452 453 | 805 | 929 |T1?E'




b. Bangunan bertingkat

Tahun

1984/ [ 1989/ | 16617 1893 | 7595 1968 [ 19997
1985 | 1950 | 1992 | 1904

d .I = =
'KelasC | 170 | 248 | 279 | 385 | 480 711 | 807 |

KelasB | 220 | 322 371 | 488 | 643 | 850 |~121'1:T|‘

| KelasA | 265 | 376 | 416 | 545 | 718 | 1082 | 1385

¢. Rumah dinas

Tipe Tahun ]

. 1984/ | 198%Y | 1991/ [ 1993/ | 1945 | maaiwasr_i
1885 1980 | 1992 | 1994 i | 2000 |

3,50, 70 | 115 | 213 | 231 | 285 %5 | 5% 718 |

I I | | =
120 125 230 256 | 330 | 487 | 583 | 740 |
250 140 248 280 353 | 422 | 643 | 821

'Sumber . Direktur Jendral Eipl'a Karya, 'Daparta
dickah

] —
men Pekenaan Umum,




BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis

Pemahaman terhadap pengertian kriteria vang diberikan oleh SKS
terhadap rumah sederhana, menengsh dan rumah mewah akan
menimbulkan penafsiran yang tidak mudah dimengerti oleh orang awam.
Saat memberikan kriteria rumah sederhana, SKB mendefinisikan sebagai
rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 54 m’
sampai 200 m* dan biaya pembangunan per m” tidak melebihi dari harga
satuan per m° tertinggl untuk pembangunan perumahan dinas
pemenintah kelas © yang berdaku. Jadi dafam hal ini untuk memanuhi
kriteria rumah sederhana harus dapat memenuhi kedua kriteria di atas,
yaitu  mengenai besarnya luas kaveling dan vang kedua adalah
mengenal harga satuan per m°. Hal yang berbeda kita temukan baik
pada kriteria rumah menengah maupun rumah mewah yang notebena
berlaku “dan/atau". Pada kriteria rumah menengah selain rumah yang
dibangun di atas tanah dengan luas kaveling dar 200 m® sampai 800 m?
danfatau biaya pembangunan perm” antara harga satuan  per m®

tertinggl untuk pembangunan perumahan dinas pemerintah kelas C
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sampal A yang berlaku, sedangkan kriteria rumah mewah adalab rumah yang
dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 600 m* sampai dengan
2000 m’ daniatau biaya pembangunan per m di atas harga satuan per m
tertinggi untuk pembangunan perumanan dinas hetas A yang berlaku,
Penentuan kriteria yang berbeda dapat ditemukan pada besarnya
uang pemasukan pemberian hak milik ditetapkan yang dihitung dengan
TUMUS
a. untuk tanah pertanian :
1) sampai seluas 2 hektar
0 % x luas tanah » harga dasar,
2} lebih dari 2 hektar sampai 5 heldar:
2 % ¥ luas tanah % harga dasar,
3) lebih dari S hektar :
5 % ¥ luas tanah x harga dasar.
b. untuk tanah non pertanian termasuk untuk rumah kebun :
1) sampai seluas 200 m*:
0 % x luas tanah x harga dasar,
2) lebih dari 200 m* sampai dengan 600 m”.
2 % ¥ luas tanah ¥ harga dasar:
3) lebih dari 600 m? sampai dangan 2000 m®:

4 % ¥ luas tanah x harga dasar,




4) labih cari 2000 m®:
6 % x luas tanah x harga dasar,™

Dalam katentuan Peraturan Manten Negara Agrana'Kepala Badan
Partanahan Nasional Momor 4 Tahun 1988 tersebut jelas ditentukan
kriteria pengenaan prosentasi uang pemasukan ke kas negara sebagai
kompensasi pemberian Hak Milik dari hak yang semula berupa Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai. Prosentase unfuk tanah nonpertanian sampai
luas 200 m* ditetapkan sebesar 0%, sedangkan untuk luas lebih dari 200
m~ sampai dengan 600 m" dikenakan prosentase 2% Hal ini berart
bahwa untuk luss 200 m* berlaku ketantuan 0%, dan baru di atas 200 m*,
katakanlsh 201 m™ diberlakukan prosentase 2%. Demikian juga hainya
dengan prosentase 4% yang baru dikenakan untuk luas tanah
nonpertanian di atas 800 m* dan tidak lebih darl 2000 m®, sedangkan
untuk luas lebih dari 2000 m® berlaku ketentuan 6%

Kriteria yang jelas dari Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan ‘tersebut sangat jelas dan fidak
menimbulkan penafsiran yvang berbeda Hal yang lain tampak pada
wetentuan yang dikeluarkan melalui keputusan Mentern Keuangan
Republik Indonesia Nomor STO/EMK 04/200 tentang Jenis Barang Kena

Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang

“Peraturan Menter Megam Agranal Kepala BPN Nomor 4 Tahan 15598 tentang Pedoroan
Penetagan Uang Femasukan delam Pembsanan Hak Ales Tanah Negara.
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dikenakan Pajak Panjualan atas Baranag Mewair * Dalam daftar barang
kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang atas
penyerahannya dan impornya dikenakan pajak penjualan atas barang
mewah dengan tarf sebesar 20% (duspulub persen), butir b1
menentukan rumah yang luas selurvhnya 400 m® atau lebih, atau rumah
yang menggunakan listrik dengan daya lebih dan 65600 watt dikenakan
pajak sebesar 20%. Kriteria yang diberikan jelas yaitu luas selurubhnya
400 m” atau lebih, artinya luas seluruhnya 400 m® sudah kena pajak,

Maksud pembuat SKB adalah agar ketentuan satuen luas tidak
menjadi alat pengembang unfuk menviasali knteria. Jangan sampai
pengembang membangun rumah dengan ukuran luas kelas menengah
tetapl menggunakan harga satuan yang mewah, Menurut penulis, hal ini
merupakan suafu tindakan yang berebibh-lebihan, karena sebenamya
mengenai besarnya harga satuan tertinggi sudah ada ketentuannya,
sehingga pada hakekatnya selama masih masuk pada kategori yang
dimaksud, tidak periu repot-repat untuk mengurus pengembang.

Hal lain yang sangat janggal dalam SKB ini adalah pengertian
harga satuan per m- tertinggl untuk pembangunan perumahan dinas
Femerintan kelas C atau Kelas C sampai kelas A yang berlaku, maupun

kelas A yang berlaku. Harga satuan perm” tertinggi ini tidak diberikan

“Heputusan Menteri Kevangan Republik Indonesia Nomor  S7OKME 0472000 tentang Jenis
FPajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor vang Dikenakan Pajak Penjualan
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penjelasan mana yang dimaksudkan dengan hal tersebut. Dalam prakiek,
Dirjen Cipta Karya dari Departemen Pekerjaan Umum setiap tahun atau
setiap dua tahun mengeluarkan harga satuan tertinggl untuk kategori
bangunan pemerintah yang bertingkat, tidak bertingkat dan rumah dinas
pemerintah, Kriteria yang dipakai untuk bangunan bertingkat dan
bangunan fidak bertingkat menggunakan kritera kelas A, B, C
Sedangkan untuk rumah dinas, Dirjen Cipta Karya sama sekal tidak
menggunakan istilah tarsebut, tetapi menggunakan istilah kelas, 36, 30,
TOm® dan 120 m' serta 250 m°. Jadi bila yang dimaksud SKB
tersebut adalah pembangunan perumahan dinas pamenntah, maxa
seyogyanya menggunakan kriteria 36, 50, 70 m” atau 120 m” atau 250
m°, dan bukannya menggunakan istilah kelas €, C sampai A dan kelas A
sebagaimana yang digunakan cleh SKB.

Kejanggalan dalam kriteria yang diberikan oleh SKB membawa
dampak salsh penafsiran dalam menggunakan kriteria. Kita dapat
menggunakan kriteria bangunan tidak bertingkat, bila kita mengacu pads
kriteria kelas C, C sampal A, dan kelas A Sebaliknya kita dapat
menggunakan kriteria kelas 38, 50, 70 m® atau 120 m? atau 250 m”, bila
kita menginginkan ‘rumah dinas’ sebagai cantolan untuk kriteria yang
digunakan.

Keberadaan SKB pada saat ini patut memdapat perhatian yang

serius. Dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
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Republik Indonasia Nomer IIVMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan pada 18 Agustus
2000 maka SKB perlu dipertanyakan kedudukannys, Dalam pasal 2
Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyal tersebut menyebutkan
oahwa tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman
dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan
perundang-undangan Republik Indenesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1545

2, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indenesia

3. Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

5. Peraturan Pemerintah

B. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah

Ketetapan MPR ini fidak memberikan kedudukan untuk Keputusan
Menteri baik yang dikeluarkan sendiri-sendiri maupun dalam bentuk Surat
Keputusan Bersama seperti hainya SKB 1992 tertang hunian berimbang
ini. Bahkan lebib jauh lagi keberadsan SKB Ini bisa "dikalahkan” dengan
Peraturan Daerah. Bila dilihat lebih jauh lagi dari pasal 2 ayat{7)
Ketetapan MPR tersebut maka yang dimaksud Peraturan Daerah adalah
Peraturan Daerah Propinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Propinsi  bersama dengan Gubemur, Peraturan Daerah
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Kabupaten/Kota yang dibuat cleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kaota bersama BupatiWalikota dan Peraturan Desa atau yang
setingkat, yang dibuat cleh badan perwakilan desa atau yang setingkat.
Dengan melihat kondisi yang ada maka SKB 1992 tentang hunian
berimbang harus mendapat wadah yang pas.Bila tetap dengan status
SKB maka tujuan mulia dari SKB ini akan dapat diabaikan dengan

peratusan daerah. Bahkan peraturan desa cukup untuk mengabaikan

ketentuan BB,

Kondisi di Daerah Khusus tbukota Jakarnta yang sudah mempunyai
SK 540 tahun 1990 yang dikuti dengan SK 640 tahun 1982 yang
dikeluarkan cleh Gubernur Kepala Daerah akan mempunyai dampak yang
lebih kuat ke pengembang dibandingkan dengan SKB 1892, Dalam
prakiek ., SKB 1992 tampak tdak mempunyal kekuasaan memaksa
berbeda halnya dengan SK 540 tahun 1990, dimana kelidaktaatan pada
SK 540 mengakibatkan tidak terbitnya IMB bagi rumah-rumah yang
dibangun cieh pengenbang yang tidak melaksanakan SKB akan tampak
pada panolakan menteri untuk menerbitkan atau memberikan ijin baru
bagi pengembang yang belum memenuhi kewajibannya membangun
rumah sederhana.

B. Analisis Sosiclogis
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembangunan pada 3

tipe rumah sebagaimana dimaksud oleh SKB 1992 adalah untuk
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menghindarkan terjadinya kesenjangan sesial di Ingkungan perumahan
dan permukiman, Disamping itu, ada beberapa pengembang pada wakiu
itu yang hanya membangun rumah tipe mewah di atas tanah yang telah
dibebaskan seperti lokasi rumah mewah di Pondok Indah, Sunter,
Simprug dan Pantal Mubiara. Keinginan pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan riil terhadap pembangunan perumaban juga mendorong
diterbitkannya SKB tersebut  Kebutuhan akan rumah sederhana
sebenamya jeuh dar perbandingan yang diminta oleh SKB, walaupun
demikian pengaturan SKE dirasa dapat mengakomodir permintaan
tarsebut. Ada juga pemikiran yang mengkaitkan luas areal sebesar 600
m2 akan mendapat 1 unit rumah mewah, gan bila dibangun dengan pada
luas yang sama akan mendapat 3 unii rumah menengah, dan blia
dibangun pada areal yang sama seluas B00 m2 akan menjadi & unit
rumah bila dibangun rumah sederhana dengan luas 100 m2 per unitnya.
Fenetapan sasaran konsumen yang sudah ditetapkan oleh pengembang
pada awal dibangunnya perumahan tidak mudah untuk menampung
tujuan-tujuan  di  atas. Perumshan yang menyarap konsurman
kelompok menengah akan tidak mudah untuk beradaptasi dengan
kelompok kKonsumen yang menempati rumah mewah. Demikian juga
halnya dengan kelompok konsumen rumah mewah ftidak mudah
mensrima kehadiran kelompok konsumen kecil. SKE 1992 berusaha

mengakomodasi sifat manusia sebagal dwitunggal yaitu sebagai individu
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dan makhluk sosial”’ Dwitunggal di sini diartikan sebagei kekuasaan
manusia terhadap tanah tidak dapal tanpa batas, fidak dapat hanya
mendasarkan diri menurut sifat dirinya pribadi, sifat individunya saja,
harus juga mengingat sifat sosialnya, sebagai anggota masyarakat, ™
Joan d'Ormesson menganggap bahwa solidaritas umat manusia
merupakan peremuan yang membahagiakan, oieh karena itu solidaritas
u harus dilaksanakan di suatu rusng hidup antara sesama manusia
yang berasal dari kebudayaan, agama maupun tingkatan yang berbeda
dan perieds yang berlainan pula, ™

Hal positif yang dapat dinikmati dengan adanya 3 tipe rumah
adalah dalam hal fasiltas umum maupun fasilitas sosial yang dapat
dinilmati cleh seluruh warga. Pemarataan kesempatan untuk menikmat
fasilitas ini dapat dilakukan dengan melakukan subsidi silang untuk
pembiayaan pembangunan fasilitas. Rumah mewah mensubsidi rumah
menengah dan rumzah sederhana, sedangkan rumah menengah akan
mensubsidi rumah sederhana.

Pada hakekatnya seperti vang disampaikan oleh Socerjono

Seekanto, kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut ™

Press, 1885), 16,
“Motonagore, Palitk Hukum dan Pembangunan Agrana o indonesia, (Jakarta Bina Aksars,
15E4), 61.

Y jean dOrmesson,  “Individu dan Masyarekal Sirfese yang Mengancem. Kegawalan '
dalarn Duria Macam Apna yang akan kita Wariskan pada Anak-anak Kits? Tegemahan
Suryatim dan Savitn Scherer (Iskarta: Midas Suna Grafindo, 18530, 188

“snenono Scekanto, Pokok-Fokok Sesiolog Hukum: cet 2 (Jakarta CV Rajawal), 1883), 59
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1. Setiap warga kelompaok tersebut harus sadar bahwa dia marupakan
sabahagian dari kelompok yang bersangkutan.

2, Ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-
warga lainnya (intaraisi).

<. Terdapat suatu Taktor (atau beberapa faktor) yang dimiliki bersama
oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubUngan antarmereka
bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama
kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideclogi pdlitik yang sama,
dan lain-lain,

4. Ada struktur,

5. Ada perangkat kaedah-kaedah.

B. Menghasilkan sistem tertentu.

Hubungan interaksi yang diinginkan oleh SKB tersebut justru
menjadi penghalang bagi terbentuknya kelompok sosial sebagaimana
dimaksud di atas, karena seperti tampak pada penjefasan di atas, betapa
sulitnya melakukan pembauran antara/ konsumen perumahan kelas
tertentu dengan kelas lainnys yang berbeda. Demikian juga dengan
sulitnya untuk menciptakan adanya interaksi antar kelompok kensumen
yang berbeda kelas rumahnya.

Fenanganan masalah perumahan dan permukiman telah
mendapat perhatian yang mendalam dari organisasi internasional seperti

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1988 badan dunia di bawah
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PBE, Habitat, mencetuskan Strategi Global Permukaan sampai Tahun
2000, yaltu bagl Atap bagi Semua (Sheffer for Alfy yang menyebutkan
bahwa permukiman adalah suatu konsep terpadu. Oleh karena itu
strategi pembangunan harusich dibentuk dengan menempatkan
permukiman sebagal pembina pengembangan di sekitar manusia dan
tempat dimana mereka bekerja dan tinggal. Pembangunan permukiman
merupakan suatu kerangka kerja utama untuk pembangunan sosial dan
ekonomi, investasi sektor publik, dan pengalckasian sumberdaya.
Dengan kata lain juga, sebagai suatu konsep terpadu, permukiman dapat
menjadi instrumen untuk memadukan perumbuhan ekonomi dengan
pembangunan yang berkelanjutan.*'

Pembangunan sekior perumahan/properti dalam kerangks
pembangunan perekenomian nasional dirasakan belum mendapatkan
perhatian/prioritas yang memadai. Selama ini pembangunan pada sektor
ini masih ditempatkan sebagai kewajiban pemenuhan kebutuhan sosial
sesual perannya sebagai kebutuhan dasar manusia,

Salah satu kegiatan pokok dalam program perumahan dan
permukiman  sesuai  dengan GBHN 1998-2004 dan Program
Pembangunan MNasional (Propenas] 2000-2004 adalah mewujudkan
kondis! lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, yang

dilakukan dengan:

“Tjuk Kuswanto dan Suparti Amir Salim Perumahan dan Permulrman yang Herwawasan
Lingkurgian (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidkan Tingg: Depanemen Pendidikan dan
Keoudaysan, 1957}, 28,
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1. Peningkatan kualitas lingkungan parmukiman:
a. Penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh,
b. Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman,
c. Pengambangan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di
perkotaan.
2. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman :
a. Pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan
slap bangun {Lisiba),
b. Pengembangan lingkungan siap bangun berdir sendiri (Lisiba-
BS).
3. Penerapan tata lingkungan permukiman :
a. Revitalisasi lingkungan permukiman pada kawasan strategi,
b. Pelestarian bangunan yang dilindungi dan lingkungan permukiman
tradisional,
c. Pengembeangan dan penataan lingkungan permuliman,
d. Pemantapan standar pelayanan umum fingkungan umum
lingkungan permukiman,
0. Pelembagaan rencana pembangunan dan pengembangan
perumahan dan permukiman di daerah (RP30},
4. Pengawasan konstruiksi dan keselamatan bangunan |

a. Validasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, standar,

pedoman dan petunjuk teknis Keselamatan bangunan,




b. Penguatan kelembagaan pengawasan dan  keselamatan
bangunan.**

Kegiatan yang dicanangkan oleh Ema Witoelar sebagai Mentari
Permukiman dan Prasarana Wilayah tidak menyentuh keinginan urtuk
menerapkan konsep hunian berimbang. Secara implisit dapat dilihat
Keinginan pemerintah untuk mengembangkan kualitas sarana dan
prasarana seperti rumah susun sederhana di perkotaaan, tetapi hal ini
tidak dikaitkan langsung dengan konsep hunian berimbang. Hal ini dapat
dilihat dari perwujudan kondisi fingkungan yang sehat, aman, harmonis
dan berkelanjutan, berupa:

1. Fasilitas peremajaanirehabilitasi lingkungan permukiman kumuh
perkotaan seluas 71.720 Ha dan pembangunan Rusunawa pada 17
kawasan di kota besarmetropolitan.

2 Fasilitas perbaikan fingkungan permukiman saluas 133.280 Ha di
kota sedangfkecil, kawasan perdesaan, dan nelayan.

3. Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana permukiman di 12
kewasan melalui pola Kasiba/Lsiba,

4. Tersusunnya produk pengaturan dan fasilitas penerapan tala
lingkungan permukiman, termasuk di kawasan strategis, barsejarah,

dan tradisional.

“Ema Witoelar, “Visi Perumahan dan Permukiman i Tengah Kisls Exkonomi” (Maksiahk
yang dibawakan pada Disxusi Penel Terbatas Membangun Gairah Properti 2001, Kompas,
Jdakarta, Juli 2001}, &-5
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& Terbentuknya Undang-Lindang Bangunan Gedung,™

Belum bergayutnya suatu program dengan konsep yanhg ada
mengakibatkan Konsep yang ada menjadi bagus di kertas tanpa dapat
dibuktikan manfaatnya di lapangan.

€. Analisis Lapangan

Tabel 31 Tahun dimulainya Pembangunan di Perumahan Citra
menuniukan bahwa semua lokasi di Perumahan Citra dibangun sebelum
terfadinya krisis ekonomi tahun 1997, kecuali Perumahan Citra 2A. Lokasi
Perumahan Citra di HKecamatan Kali Deres, Jakarta Barat,
bersebelahan dengan Kecamatan Cengkareng. Kecamatan Cengkareng
dari sebelum kiisis skonomi tahun 1987 sudah menyandang anggapan
sehagal daerah yang tidak aman, Saat kerusuhan Mei 1588 daerah
Cengkareng kembali menjadi sorotan  karena  kelidakamanannys
dan banyaknya terjadi pencdongan, Perumahan Citra akan
menggunakan akses utama melewati Jalan Daan Mogeat, yang
ptomatis akan mefewati pule perempatan Cengkareng yang terkenal
itu.

Lokasi Perumahan Citra juga dikelilingi oleh beberapa perumahan
seperti Taman Palem, Taman Kencana, Taman Surya, Duta Gardenia,
Puri Gardenia, dan beberapa perumahan lainnya. Adanya perumahan
lain yang relatif dengan akses ke jalan ring road dan jalan bebas

hambatan di Cengkarang menambah semarak untuk berkompetisi dan

43 :-
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upaya untuk tetap ‘survive", Pengembang Perumahan Citra bahkan
meluncurkan proyek baru yang dikenal sebagai Bukit Palem atau
Perumahan Citra 2 Extention, Pengamatan sepintas dar penelit
menunjukkan bahwa pemasaran Bukit Palem cukup sukses.

Secara sepintas pada masa krsis ekonomi, peneliti melihat
beberapa hal yang berubah pada Grup Ciputra. Mulai dari perumahan
slogan dari Sang Pelopor menjadi Sang Pengembang yang kemudian
diikuti pula dengan perubahan warna dasar papan penunjuk dari warna
dasar hijsu ke warna dasar orange, dengan tetap mempertahankan
wama dasar logo pada warna hijau. Pengembang Perumahan Citra juga
tetap melakukan aktivites pembsngunan selama masza  krisis
berlangsung. Aktivitas pemasaran juga dilakukan dengan cukup agresif.
Adanya program penjualan tanah dan kaveling murah merupakan
gebrakan yang cukup mengena dan menjadi pembicaraan di kalangan
penghuni perumahan tersebut.

Tabel berikutnya yaitu tabel 3.2 berisi pembagian lokasi masing-
masing lokasi yang dikaitkan dengan peruntukannya, sedangkan tabel
3.3 Berisi realisasi fasos sampal dengan September 2001,

Di DKl dikenal aganya Tim P3 Real Estat. Tim ini bertugas dalam
bidang pengawasan. pengendalian dan pembangunan real estat. Tugas
utamanya adalah uniuk mengawasi sersh terima fasum dan fasos dan

pengembang ke Pemda. DN Engkat witayah, tim ini ferdin dar walikota
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beserta bagian-bagiannya yang terdiri dari Sungram (Penyusunan
program), sudin-sudin teknis seperti Pekerjaan Umum, Tata Kota, P2k
Pertamanan, SDTBP (Suku Dinas Tata Bangunan dan Pemugaran),
P&F (Pengajaran dan Pendidikan) dan BPN (Badan Pertanahan
Masional). Sedangkan di tingkat Pemda DK terdirl dati biro Binagram
(Pembinaan Program) dan biro Kapwatan (Perengakapan dan
Perawatan) beserta dinas teknis di atas,

Proses serah terima dilakukan dus tahap. Pada tahap pertama,
setelah selesainya pembangunan maka dibuatkan berita acara teknis,
seperti berta acara pemeriksaan untuk jalan dan saluran vang
dikeluarkan oleh Dinas PU, berita acara fasum/fasos oleh Sudin DTEP
Tahap ini diselesaikan dengan dikeluarkanya BAST Sementara (Berita
Acara Serah Terima Sementara). Sebelum BAST Sementara disahkan
menjadi BAST maka akan dilakukan peninjauan ulang lagi cleh Tim P3
Real Estat tingkat Pemda,

Peryimpangan dalam prakiek acalah seringnya pengembang
berusaha untuk "berbaik-baik” dengan tim P3 ini. Tim P3 RE sering
manolak fasum dan fasos yang diserahkan oleh pengembang dengan
alasan barang tidak layak. Oleh karena itu pengembang biasanya tetap
berusaha untuk dapat meng "gol” kan usulan fasum dan fasos yang
zsudlah diajukan.

Kewaliban pengembang dalam penyediaan fasos/fasum adalah
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1. Menyediakan lahan/lokasi siap bangun,
2. Menyslesaikan proses sedifikas]
3. Menyelesaikan perijinan yang menjadi beban pengembang berupa:
a. SK Gubemur KDKI Jakarta untuk tempat ibadah.
b. Keterangan Rencana Tata Kota dan blok plan.
¢. Disain bangunan dan RAB (Rencana Anggaran Bangunan) serta
RKS (Rencana Kota Sementara) dari DTBP (Dinas Tata Bangunan
dan Pemugaran).
d. Menyiapkan IMB ( ljin Membangun Bangunan),
e. Menyiapkan IPB { ljin Penggunaan Bangunan).
4. Menyediakan biaya pembangunan bangunan.
2. Menyediakan biaya-biaya lain seperti :
2. biaya perencanaan sebesar 3% dari biaya kontraktor dan dizetor ke
DTBP.
b. biaya pengawasan sebesar 2.97% dari biaya kontraktor yang
disetor ke SOTBP (Suku Dinas Tata Bangunan dan Pemugaran).
c. biava pengelolaan proyek sebesar 2% dari biaya kontrakter wvang
disetor ke Binagram
d. biaya pengendaiian sebesar 1,7% dari biaya kontraktor yang disetor
ke Binagram.

6. Menyediakan biaya serah terima fasosfasum

Tabel berikutnys yaitu tabel 3.4 berisi realisasi fasilitas lain




merupakan  fasilitas yang dibangun bertahap oleh pengembang,
disesuaikan dengan kebutuhan dan kejelian pengembang untuk
meningkatkan nilai tambah bagi panghuni, dan sekaligus daya tarik bagi
konsumen pembeli baru. Dari hasil pengamatan di lapangan, harga jual
unit yang dipasarkan langsung dar pemasaran menunjukan kenaikan
secara bertahap dari waktu ke waktu. Demikian pula dengan pasar
sekunder darl perumahan yang juga naik secara bertahap

Tabel 3.5 berisi rencana pembangunan rumah di Perumahan
Citra 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 5§ menunjukan bahwa pembangunan saat ini
hanya difokuskan ke lokasi Perumahan Citra 2A saja. Perluasan pada
lokasi yang sudah ada tdak dilakukan lagi, tetapi pengembang
cenderung untuk mengembangkan lokasi baru, dengan konsep yang baru
di tanah yang sudah dibebaskan.

Tabel 36 tentang realisasi pembangunan perumahan sampai
dengan September 2001 menunjukan jumlah unit yang dibarigun di
masing-masing perumahan dan rasio perbandingan antara ukuran
luas tanah lebih kecil dari 54 m®, antara 54 m’ sampai 200 m°
antara 200 m* sampai 800 m* dan antara ukuran  luas 600 m-
sampai 2000 m°.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat realisasi rasio
pembangunan perumahan di Perumahan Citra dibandingkan dengan

ketentuan SKB, di mana rasio SKB dikonversi menjadi 10% untuk
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rumah mewah, 30% untuk remah menengah dan G0% rumah

saderhana,

Tabel £.1 Rasio Pembangunan Perumahan di Perumahan Citra

10%:30%:60%

Citra | | Citrei& | Cita2 Citra 28
- BOm'=114 i. g0 m = 44 I 20 m'= 124 I 432 m=22 :
| 0 m=384 | 9Bm=145 | 96 m"= 246 | 57,6 m=10 |
| 120 mP=18 T 108m*=36 | 120 m=80 T TEm=18
144 m-=8 120m=167 | 120m’=158 20 m'=25 |
[ 120m=151 T M4Ami=2s | 128m=163 | 96m=88 |
200 m*=47 | 1TEm=14 | 1386m=12 nam-27 |
© 160m*=21 | 200m™=37 | 160 m=20 BE A m=18 |
T 1em=5 | - A50m=27 | 1152 m=53
150 m =206 [ 160m™=183 | 128m=18
| 200m =114 — = BOm=18 | 1dam=41 I
250 m’=48 - | 200m2=162 = - '
340 T= 18 . Hom=st | -
300 m'=52 - 240 m°=67 | v
" - - 240 m'=38 | . |
| i - [mEm=® | - ]
- T seom=e ]
W [ - | - &
54-200 m*=907 | 434 i 1.204 ' 300
~200-600 m=279 | 37 — =0 | @
8002000 m*=0 | 0 8 | ="
~ Rasio T = = :
" Real 0%:24% 76% | 0% 8% 92% n%:ﬂ%:’%%_i 0% 0% 100%
I‘ SKE SKB KB | SKB
1ﬂ%3ﬂ%ﬁﬂ% '. 10%:30% 60% I ’Iﬂ%_:Bﬂ%:ED%
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Citra 3 Citra 34 "__ - Citra5
80 m*=272 90 m*=227 | 96 m'=448
96 m'=56 120 m'=168 | 108 m=22
108 m=11 120m=18 | 126 m'=425
|F 120 m*=115 40m=4 | 200 m*=54
T 120m’=75 | 160m™=34 | 160 m=35 |
20m=10 | 150m=32 | 530 =28 |
150m=25 | 264m=30 360 m*=79 i
| B4m=3 | - "I""__"_a -]
| <4m2=0 ' 0 E 0
54-200m2=564 | 485 933
00e0omz=30 | 30 | 62
600-2000m2=0 l 0 ! o
Rasio i_ S o=m | o -
|

| Real 0% 5%:95%  Real 0% 6% 94% Real 0%:15% 85%

okB
10%:30%:50%
Sumber: Analisiz

SKB
10% 30% 80%

oKB
10%:30%:60%

Jumlah unit yang dibangun dengan ukuran lebin kecil dari 54 m°
seperti yang tampak di Perumahan Citra 24 digbaikan, sedangkan

untuk ukuran antara 600 m’ sampai 2000 m* sama sekali tidak
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dibangun di Perumahan Citra. Ukuran luas untuk rumah mewah ini
tidak dibangun karena Perumanan Citra pasarnya ditujukan ke kelas
manengah. Selain itu, pada pembangunan pertama yaitu Perumahan
Citra 1 dibangun tipe kecil dan menengah sehingga secara psikologis
pembangunan tipe rumah mewah akan membawa kefidaknyamanan
bagl penghuni lama dan juga bagi penghuni baru,

Untuk perhitungan rasio menurut SKEB adalah satu unit rumah
mewah berbanding dengan tiga unit atau lebih rumah menengah dan
enam unit atau lebih rumah sederhana. Besaran unit rumah mewah
yang tidak dibangun diabalkan maka rasio yvang dipakai adalah tiga unit
rumah menengah berbanding dengan enam unit rumah sederhana,
sehingga menghasilkan rasio seperti tabel di atas,

Cari tabel di atas tampak bahwa Perumahan Citra 1A dan 2A
sama sekall tidak dilakukan pembangupan rumah menengah. Di kedus
Perumahan tersebut hanya dibangun tipe rumah Sederhana sehingga
tidak sahih untuk pembahasan ini. Dari Perumahan Citra selain
Perumahan Citra 1A dan 2A tersebut maka hanya Perumahan Citra 1
yang tidak masuk dalam kriteria rasio yang diinginkan oleh SKB.

Ketidakmampuan Perumahan Citra 1 unfuk memenuhi kriteria
SKB disebabkan oleh 2 fakior. Pertama adalah tahun pembangunan
Perumahan Citra 1 jauh dari lahimya SKB. Dibangun mulai tahin 1984

Perumahan Citra tidak mungkin mengikuti SKB yang lahir tahun 1992
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Kedua adalah bahwa dar SIPPT yang sudah dilampirkan Site Plan-nya
tdak memperoleh keberatan atau keberatan susulan dari Pemda DEL
Sabenarnya sebelum lahirnya undang-undang tentang perumahan
dan permukiman, di DK| untul: memperoleh Surat Persetujuan Prinsip
Pembebasan Lokasilahan (SIP3L) harus memenuhi  beberapa
persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Khusus [bukota Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 yang
dikenal sebagai SK 540 Tahun 1990 yang dikeluarkan tanggal 31 Maret
Tahun 1990 oleh Gubernur DK, yang antara lain menyebutkan :
1. Harus ada praproposal provek/prarancang bangun.
2, Harus ada ijin pambsbasan lahan.
3, Penyiapan RSM (Rumah Susun Murah) seluas 20% darl areal
manfaat komersial.
Berdasarkan Keterntuan peraturan Menteri Dalam Meger No. S
Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan
Pemberian Tanah untuk Keperluan Penisahaan, diberikan Surat [zin
Lokasi dan {z2in Pembebssan Tansh., yang doi DKl Jakarta
dikembangkan dan kemudian dikenal dengan SIPPT {Surat
lzin  Pernunjukan Penggunaan Tanah). Perizinan ini diberikan untuk
batas waktu tertentu, namun dalam kenyataannnya banyak (zin-izin

vang sudah lewat jangka waktunya tidak juga diberikan sanksi.™
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Mengenai keharusan adanya praproposal proyek atau prarancang
bangun akan dapat menjawab pertanyaan mengenal aspek rencana
tata kotaftata ruang, tsta cara pembebasan tanah, aspek pembiayaan
proyek, aspek tata laksana proyek, aspek sosial ekenomi proyek, aspek
lingkungan hidup, dan jangka wakiu penyelesaian pembebasan ianah
dan pembangunan fisik.

Sedangkan mengenai keharusan adanya izin pembebasan fahan,
sungguh memberatkan bagl pengembang karena saat zin pembebasan
lahan itu diberikan kepada pengembang maka informas| tentang akan
dibebaskannya lahanfokasi tersebut telah didengar cleh masyarakat
dan “mafia’ tanah sehingga harga tanah membumbung tinggi dan
menjadi tidak ekonomis untuk dikembangkan menjadi perumahan dan
permukiman yang terjangkau. Menyikapi hal itu maka pengembang
lebib memilh untuk membebaskan dulu lahanflokasi baru tinggi dan
menjadi tidak ekonomis untuk dikembangkan menjadi perumahan dan
perumahan yang terjangkau.

Menyikept hal itu maka pengembang lebih memilih untuk
membebaskan dulu lahanflokasi baru kemudian memochon SP3L
Konsekuensi dan hal ini telah diatur oleh Surat Keputusan Gubemur
Kepala Dasrah Khusus lbuketa Jakarta Nomer 640 Tahun 1992 tentang
Ketentuan Terhadap Pembebasan iokasl. Lahan tanpa izin dari

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 18 April 1882
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yang menyebutkan 3 altlernatif yang akan terjadi .

1. Gubernur Kepala Daerah dapat menguasai lokasilahan dimaksud
untuk diatur dan ditetapkan lebih lanjut pemanfaatannya sesuai
dengan ketentuan yang berlalu atau;

2. Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan pencedangan
lokasilahan dimsksud kepada pihak lain dengan Kketentuan
penyalesaiannye akan diatur lebih lanjut oleh Gubemur Kepala
Dasrah sesual dengan ketentuan yang berlaku;

3. Kepada Badan/Perorangan yang bersangkutan dapat diberikan
kesempatan untuk mengajukan permohonan SP3L  dengan
persyaratan sesuai dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah
Khusus lbukota Jakarta Memer 340 Tahun 1290 langgal 21 Maret
1830 dan atau SIPPT dengan persyaratan sesuai dengan Keputuszan
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta MNomor
Da,11. 31972 tanggal 2 Februar 1872 tentang Penyempumaszn
Prosedur Permohonan lzin Penunjukan Penggunasan Tanah, serta
dikenakan kevwajiban tambahan yang ditetapkan oleh Gubernur KDKI
Jakarta, sebagai berikut

a. Diwajibkan terlebih dahuiu membiayai dan membangun sampai
siap huni Rumah Susun Murah (RSM) beserta fasilitasnya seluas

20% dari areal manfaat secara kemersial yang lokasl, jenis, dan

kriteriarinciannya ditetapkan oleh Gubemur KDKI Jakarta,




b. Diwajibkan terlebih dshulu memblayai dan membangun sampai
slap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan vang
lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan cleh Gubernur KDK
Jakarta

Mengenai keharusan menyiapkan Rumah Susun Murah (RSM)
seluas 20% dari areal manfaat secara komersial dalam praktek tidak
pernah bisa berjalan mulus. Hal ini disebabkan karena biaya subsidi
yang harus ditanggung oleh pengembang sekitar 50%, sehingga
dimintakan cleh pengembang dimintakan dispensasi untuk penerapan
hanya 10% saja. Kriteria RSM :

1. Harga jual sudsh ditentukan oleh dinas perumahan;

2. Tipenya hanya 21, 36, 45;

3. Diperuntukan untuk golongan 1.

Misalnya: Tipe 21 ditentukan harganye Rp.13.000.000 -

dibandingkan dengan gaji, dimana hanya bisa cicll
Rp.50.000 -/bulan maka bary lunas ratusan tahun,
sehingga walaupun rumah susun  murah ity
dibangun untuk golongan bawah tetapi pada
kenyataannya hanya golongan menengah Vang

sanggup membealinya.
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Dewasa ini cleh pengurus REl disepakati akan mengusulken
penghapusan wretentuan keharusan adanva pembangunan Rumah
Susun Murah.

SP3L hanya berlaku B buian dan akan batal dengan sendirinya,
kecuali ada perpanjangan wakiu yang diberikan secara tertulis oleh
Gubernur KDKI Jakarta.

Selain SP3L maka ada ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh
pengembang yaitu Surat ljin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
dengan mengacu pada ;

1. RBWEK (Rancara Bagian Wilayah Kota), dimana RWBK ini disvaluasi
5 tahun sekaii (terakhir ada di tahun 2000).

2. BRK (Blaad Rencana Kota), berist rinclan lebih detail dari RWEBK.
separtl ada peruntukannya, jalan maupun saluran,

3. KRK (Keterangan Rencana Kota yang sering disebut Site Plan.

Dari informasi yang dipercleh dari informan maka sebagal
perumahan Yyang membangun mumah menengah dan rumah
sederhana maka Perumahan Citra yang berlokasi di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan SK
240. Bukan lagi masalah peraturan yang biasa dipilih untuk diterapkan,
tetapi peraturan daerah lebih ditekankan untuk dijatankan di DK

Tabel 3.8 beris! biaya pembangunan per m® di Perumahan Citra,

di mana dari tabel tersebut tampak struktur harga yang tidak
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konsisten. Hal ini disebabkan adanya perbedaan disain seperti adanya
perbedaan tinggi palfond, perbedaan spesifikasi materal yang dipakai
dan waktu pembangunan yang tidak sama. Harga sangat dipengaruhi
oleh disain, di mana pada beberapa tipe dibangun rumah dengan tinggi
plafond hanya tiga meter, Perbedaan spesifikasi bahan seperi
penggunaan kloset jongkok sebagai penggantl kloset duduk akan
menurunkan harga pembangunan. Demikian pula perbedaan waktu
membangun akan mengakibatkan perbedaan harga bahan banguhan
yang dipakai untuk membangun.

Pada tabel berikutrya dapat dilihat besarnya harga satuan
untuk biaya pembangunan per m°. Daftar harga yang dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal Cipta Karya, Depariemen Pekerjaan Umum Republik
Indonesia menggunakan kriteria untuk tiga jenis bangunan, yaitu uniuk
bangunan tidak bertingkat, bangunan beringkat dan rumah dinas, Pada
bangunan tidak bertingkat dan bangunan bertingkat bangunan bertingkat
dibag! berdasarkan tiga kelas yaitu kelas C, kelas B dan kelas A. Kriteria
kelas C dipakai untuk bangunan yang digunakan untuk keperluan
Sub/suku dinas, Rumah Sakit, Perpustakaan dan lain-lain tingkat
Kabupaten/lokal, pendidikan tingkat lanjutan, dan gedung-gedung lain.
Sedangkan kriteria kelas B dipakal untuk bangunan yang digunakan
wrtuk keperluan direktorat, biro, kenwil, dinas-dinas, jawatan-jawatan,

rumah sakit, perpustakaan fingkat pusat'propinsi, pendidikan tingkat

108




universitas.,  Kriteria kelas A digunakan untuk bangunan yang
dipakai untuk keperluan Departernen, Lembaga lertinggitinggl negara,
Kejaksaan Agung, Lembaga Pemerintah non Departemean.

Untuk Rumah Dinas, Direktur Jenderal Karya Cipta tidak
menggunakan kriteria kelas A, B. dan C, tetapl menggunakan kriteria
ukuran bangunan yaitu luas 36/50/T0, ukuran 120 dan ukuran 250
Harga satuan untuk biaya pembangunan per me yang dibuat tersebut
digunakan untuk 2 tahun anggaran, seperti tahun 1984 1385-1986,
1989-1990, 1891-1992, 1993-1994 dan 1999-2000,

Dart perhitungan tabel 3 8 dan 3.5 { ¢ |, maka dapat disimpulkan :

1. Harga yang diberikan untuk rumah sederhana maupun rumah
menengah di Perumahan Citra 2 semuanya berada di atas harga
satuan per me yang ditetapkan oieh Dirjen Cipta Karya.

2. Harga umah di' Perumahan Citra 1A maupun Citra 3 yang
dibangun tahun 1992 baik untuk rumah sederhana maupun rumah
menengah tidak masuk ke dalam kriteria harga satuan untuk biaya
pambangunan per m°

3. Harga pada tahun 1963 yang dibenkan cleh Dirjen Cipta Karya
juga jauh di atas biaya pembangunan rumah sederhana maupun
rumah menengah di Perumahan Citra 5.

4. Harga rumah di Perumahan Citra 34 pada tahun 1995 untuk tipe

36, 50, 70 berada di atas haiga satuan per m” yang ditetapkan oleh
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pemerintah,  sedangkan  tpe tertentu untuk tipe 120 m°
memenuhi ketantuan harga yang ditetapkan pemerintah.

Pada tahun 1988 vang merupakan puncak krisis ekonomi
yang memukul sektor properti, beberapa tipe rumah pada kelompok
rumah sederhana telah dapat memenuhi ketentuan harga satuan per
m* yang ditetapkan oleh Dirjen Cipta Karya. Hal yang sama juga terjadi
pada tipe rumah menengah.

Sebuah pemikiran danl Edwin Hawilarang (mantan Ketua
Organisasi Real Estat Indonesia) yang dikutp oleh Koesnadi
Hardissoemantri'> pernah menausulkan agar penerapan ketentuan
136 khususnya uniuk ketentuan membangun rumah mewah dan
rumah  menengah dilakukan oleh pengembang., sedangkan
pembangunan rumah sederhana diserahkan ke Pemda. Pemda
diharapkan untuk melakukan tender untuk kontraktor kecil. Hal ini
dilakukan karena pengembang biasanya akan melakukan pelimpahan
ke kontraktor kecl, sehingga kontraktor kecil akan menjadi
subkontrakior bagi pembangunan rumah sederhana

Dengan penunjukan sebagai Koniraktor langsung, pengurangan
biaya ini dapat terjadi karena penunjukan langsung sebagai Kenfraktor.

Bila sampai terjadi penunjukan sebagal subkontraktor, maka

“Koenadi Hardjesoemantr, Pada Prasentasi Hukum Lingkungan of Universitas
Tatumanagara, Jakarsa Tanggal 15 Febuan 2007
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keuntungan kontraktor kecil berusaha menekan biaya dengan
mengurangl mutu bangunan,

Pamikiran ini mendapat tanggapan senus dan Koesnadi
Hardjasoemantri yang sangatl seluju dengan konsep ini dinarapkan
kepentingan dan kebutuhan rakyat kecil untuk mendapat perumahan
yang memadal dapat terpenuhi. Koesnadi menambahkan agar
transparansi dalam penunjukan pemenang tender untuk kontraktor kecil
harus jelas. Jangan sampai menimbufkan lahan bagi korupsi, kroniisme
dan nepotisme.

Tabel 39 menunjukan tahun dimulainya pembangunan di
Perumahan Citra Raya. Dar tabel tersebut dapat dilihat bahwa
pembangunan dimulai tahun 1884, SIPPT PT Ciputra Residence seluas
500 ha terletak di desa Cikupa dan Sukamulia, sedangkan sisanya
seluas 500 ha berada dl desa Ciakar dan Mekarbakti.

Penggarapan tanah yang sudah mendapat fjin lokasi dapat
dilakukan dengan konsep /fand banking investment, di mana konsep int
hampir mirip dengan konsep kasibalisiba. Di sini, bedanya yang dijual
kepada investor bukanlah lahan matang, tetapi benar-benar lahan
mentah hasil akuisisi, Hasil penjualan fahan itu kemudian menjadi

modal awal pembangunan infrastruktur proyek tadi. Dengan konsep
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seperti ini, maka kredit konstruksi tidsk sepenuhnya bergantung
kepada kucuran dana bank '

Lahan mentah yang ditawarkan tersebut, oleh pengembananya
dibagi menjadi beberapa lot, dengan ukuran tergantung keinginan
pengembang masing-masing. Konsep Land Banking inl memungkinkan
pengembang untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara efeldif
dan cepat, masalah pendanaan akan ditanggulangi dengan adanya
investor,

Tabel 3.10 berisi pembagian alokasi di Perumahan Citra Raya.
Pembagian alokasi ini disesuaikan dengan Rencana Induk Kawasan
Permukiman, di mana lahan afektif dialokasikan sebanyak 60% dan lahan
tidak efektif dialekasikan sebanyak 40%. Lahan Efektf digunakan untuk
membangun perumahan, baik RS/RSS, rumah Kecil, rumah sedang
maupun rumah besar, dan bangunan campuran seperti perkantoran,
ruke, pertokoan, rumah sakit, pendidikan swasta, apartemen dan hotal,
pusat pertokoan, bioskop, rekreasi dan pasar swalayan, klub keluarga,
museum seni rups, pembibitan dan daur vlang sampah, serts temoat
peribadatan. Dan Rencana Induk Kawasan Permukiman tersebut barulah

dibuatkan peruntukan lahan di masing-masing kawasan dan blok.

“Tutut Handayan|, ‘Berbagi Resiko Ala Canada " Propert Indonesia Mopember 2000, 70 113




Tabel 3.11 berisi realisasi Fasos sampai dengan September 2001
di Perumahan Citra Raya. Dari Rencana Induk Kawasan di
Parmukiman dapat dilihat rencana pemanfaatan fasilitas umum dan
sosial di lahan tidak efekti.

Lahan tidak efektif selain digunakan untuk fasiiitas umum dan
sosial juga digunakan untuk fasiltas pemerintahan seperti kantor
pemerintah, kantor pos dan giro, pemadam kebakaran dan gardu listrik,
dan juga digunakan untuk prasarana sepertl jalan dan drainase, serta
ruang hijau terbuka.

Prasarana pengolahan limbak padat pernah menerapkan
korisep gali lubang untuk pembuangan sampah, Saat ini limbah
sampah rumah ftangga diangkut oleh kendaraan darl Femda
Tangerang. Penanganan limbah sampah ini akan sangat penting untuk
masa mendatang. Menarik apa yang dikatakan cleh Lester R. Brown
bahwa pengambang perlu memahami pentingnya pengolahan limbah.
Dalam kegiatan ekonomi tahun 2030 yang efisien dikatakan adalah
dengan mempertshankan pengurangan limbah dan peningkatan
industri daur ulang. Prioritas pertama yang dilakukan adalah dengan
mengelakan pamakaian barang-barang yang tidak berguna. Kedua,
pemakalan kembali produk secara langsung, misainya mengisi kembali

botol minuman, Ketiga, mendaur ulang material untuk membentuk

produk baru, Keempat, material dapat dibakar untuk memeras enargi




yang terkandung di dalamnya, selama ini dapat dilakukan dengan
aman. Pilihan terakhir adalah pembuangan dalam lubang sampah,*’

Fambuangan dalam lubang sampah seperti yang pernah
dilakukan oleh pengembang merupakan-alteratif pilihan terakhir urituk
mengolah limbah padat. Kepedulian untuk mengembangkan daur
ulang sampah organik dan sampah nonorganik oleh pengembang
meripakan pricritas pembenahan yang harus segerz dilakukan oleh
para pengembang, Ketergantungan pada Pemda untuk membuang
sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan bom
waktu masalah yang sewakiu-wakiu akan muncul ke permukaan
menjadi masalah yang serius.

Tabel 3.12 berisi realisasi fasilitas laln sampal dengan
September 2001 di Perumahan Ciira Raya, di mana secara strategi
markeling. fasiltas lain ini digunakan untuk meningkatkan persaingan
dengan perumahan di sskitarnya, dan sekaligus meningkatkan nifaj
tambah perumahan Citra Raya. Strategi yang dipakal sleh Perumahan
Citra Raya adalah membangun fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
Pembangunan fasilitas secara bertahap ini akan meningkatkan harga
rumah sacara bertahap pula, Strategi ini sangat berbeda dibandingkan

dengan strategl dari Perumahan Lippo Karawaci yang membangun

"Lester B: Brown, Chrstopher Flavin & Sandra, Postel Gambaran tentang Dunia vang dapat
Cipertahankan” dalam Lestsr R Brown, ed, Tanfangan Masaiah Lingkungan Hidup
Hagaimana Membangun Masyarakat Manusia Berdesarkan Kesinambungan Lingkungan
Hidup yang Sshat {Jakara: Yayasan Obor Indonesia, 18982) 273,
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fasilitas lengkap bersamaan dengan pembangunan rumah. Strateqg
dari Lippo Karawaci tersebut akan mendongkrak harga pada awal
lalinching.

Tabel 313 wyang berisi rencana pembangunan rumah di
perumahan Cira Raya, Menunjukkan bahwa hanya Taman Telaga
yang merencanakan untuk membangun 30 unit rumah dengan ukuran
tanah 200 m*, Kawasan yang lain hanya membangun rumah dengan
ukuran tansh di bawah 200 m’ Perencanaan pembangunan
perumahan yang kecil dan sedang tersebut dilandasi dengan
strategi pemasaran untuk meraih konsumen, terutama karyawan dan
pekerja vang banyak tinggal di dekat dengan lekasi Perumahan Citra
Raya. Konsumen rumah kecil dan sedang akan mendapat fasilitas yang
sama dengan konsumen rumah besar, karena fasilitas yang sudah
tersedia dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga.

Perlu dicermati apa yang disampaikan cleh Sardjono Jatiman,

sosiolog dari Universitas Indonesia, yang mengatakan bahwa

pengadaan perumshan untuk karyawan atau buruh indusin adalah
tanggung jawab moral perusahaan. Perusshaan hanya menyediakan
sabuah tempat untuk ditinggali, bukan untuk dimilik.

Strategi ini pula, yang divakini, bisa mengatzsi efek sosial

lainnya, misalnya meminimalisir kemacetan. Para buruh fidak harus

e ——— e — —
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menjangkau jarak yang jauh menuju tempat keranya dan sekaligus
dapat meningkatkan produlktivitas perusahaan,

Tabel 3.14 yang bersi realisasi pembangunan perumahan
sampal dengan  September 2001 di Perumahan Citra Raya
menunjukan bahwa realisasi pembangunan perumanan sebaglan besar
adalah rumah kecil dan rumah menengah Realisasi ini berbeda
dengan hasi penelitian yang mengatakan bahwa selama tahun 2000,
pengembang besar berada dalam kondisi stagnan, datam arti hanya
menjual sisa rumah dan kaviing stock, tidak melakukan peluncuran
produk atau pembukaan iahan paru

Dafi tabel 3.14 tersebut dapat dihitung rasio  realisas
pembangunan di Perumahan Citra Raya dibandingkan dengah
Ketentuan SKB, di mana rasio SKB dikenversl menjadi 10% untuk
rurmah mewah, 30% untuk rumah menengah dan 80% rumah

saderhana

*\\da Hastutl, Op Cit, 23
Vi eat Studi Propedti Indoresia, “Kias Balik Kirera Sekler Properd Tahun 2000 dan
Prospek Pamulinan Tahun 2005, Jumal Bropert, eds Wi, Desermbas 2000, 5
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Tabel 4.2 Rasio Realizasi Fembangunan Perumahan di Citra Raya

sampai dengan Septamber 2001 { satuan unit)

TAMAN TAMAR TAMAN T TAMAN | TAMAN |
~ PUSPA | PALMA | PUSPTA | RAYA IEAEIBEAN
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Sumber: Analisis

Dalam perhitungan di atas, luas tanah 200 m2 dikategorikan

Sebagai rumah sederhana. Bila luas mencapai 200 m2 barulah

diperhitungkan sebagal rumah menengah, dan hila luas tanah telah
mencapal 600 m2 barulah diperhitungkan sebagai rumah mewah.

Dari hasll penelitian tersebut tampaklah bahwa sebagian
besar kawasan membangun rumah sederhana, tetapl ada beberapa
kawasan yang mempunyai rasioc parbandingan antara I
rumah sederhana dan rumah menengah tidak  memenuhi '

standar SKB, seperli kawssan Tama Palma, Taman Raya dan



Taman Telaga. Hal demikian dapatiah dimengerti karena untuk
tujuan pemasaran, masing-masing kawasan mempunyai karakleristik
yang berbeda. Pengembang membangun rumah menengah hanya di
tiga lokasl yaitu kawasan Taman Palma, Teman Raya dan Taman
Telaga.

Bila dihitung dengan mengabaikan kawasan, maka jumiah
rumah  sederhana yang dibangun adalah 7492 unit, dibandingkan
dengan 621 unit rumah menengah yang dibangun. Secara rasio
perbandingan adatah 0%:8% 52%.

Polaksanaan SKB di Perumahan Citra Raya ini  fidak
menyimpang darl kensep keta mandiri sebagaimana diterapkan oleh
Perumahan Citra Raya. Dengan konsep kota, maka penduduk yang
hetarogen tidak menjadi masalah. Populasi penduduk juga harus tinggi,
di mana jumiah populasi yang tinggi ini dipercleh dari penghuni rumah
sederhana. Konsep kota mandiri juga menginginkan dekat dengan
pergudangan dan industri. Pengembang telah melakukan penjualan ke
parusahaan—perusahaan di sekitar lokasi dengan meiakukan presentasi
penjuslan langsung ke karyawan perusahaan yang ada,

Pola penjualan untuk menjual ruman sederhana berpeda dengan
pola penjualan untuk rumah real estat. Penjualan rumah sederhana

dilakukan dengan memasang spanduk-spanduk, dan membagilkan

selebaran informasi (brosur) ke karyawsn di sekitar lokasi sampal




ke daerah Tangerang. Sedangkan penjualan real estate banyak
mengganiungkan pada hasil pameran terutama untuk kensumen
Jakarta Barat yanag relatif tidak terlalu jauh dari lokasi Perumahan Citra
Faya.

Sebemarnya konsep hunian berimbang ini mirlp dengan Konsep
Pembanguan Perumahan Holistlk yang dikembangkan oleh Ema
Witcelar sebagai Menteri Parmukiman dan Pengembangan Wilayah
pada Kabinet Persatuan MNasioral {19929-2004), di mana konsep ini
menunjuk pada suatu kebijakan yang terintegrasi dan menyeluruh
dalam program pembangunan nasional, vang akan dijadikan pola vang
harus ditaati olah para pengembang dalam pambangunan perumahan
dan permukiman.” Konsep ini menekankan pads perumahan yang
berwawasan lingkungan dan bernuansa gender, peduli terhadap
kepentingan kaum perempuan dan anak-anak.

Dengan adanya konsep hunian berimbang, setiap pengembeang
diminta tanggung jawab sosialnya untuk membangun rumah bagl
golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Jika periu, agar harga
jual tidak melebihi harga jual terlinggl yang ditetapkan pemerintah,

pengembang harus meakukan subsidi silang dengan manggunakan

“Budi Santose, Real Eslate Indonesia Sebush Honses limu dan Problera Pengsmbang
iakarta TALUS - Sohool of Real Esate dan lkatan Masyvarakal Real Estate Indonéss. -
IMARI 2000 260

122




sebagian keuntungan dar penjustan  rumah  mewah dan/atau
menengah untuk menurunkan harga jual rumah sederhana
Pelaksanaan konsep hunian berimbang yang benar akan
mewujudkan lingkungan perumahan yang dihuni oleh berbagal lapisan '
masyarakat secara serasi dan dicegah terjadinya lingkungan eksklusif

mewah yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, golongan berpenghasilan randsh dapat turut menikmati
berbagai  serana lingkungan yang diblayai  oleh golongan
berpenghasilan menengah atas sebagai kegotongrovongan dan
kesetiakawanan sosial dalam masyarakat ™

Harga satuan untuk biaya pembangunan per m2 dl Perumahan

B T  — — e

Citra Raya vang tampak pada tabel 3.15 menunjukan bahwa untuk

ruman kecil dan menengah yang dibangun di atas tanah dengan luas

ey e .

kurang dari 200 m2 dibangun dengan harga berkisar Rp. 400.000 -

- =

sampai’ Rp. 500,000~ per meter perseginya. Hanya rumah dengan

tanah yang berukuran di atas 200 m2 vyang menggunakan biaya

e ey

pembangunan sekitar Rp. 600.000- par meter perseginya. Hanya

R ———

rumah di kewasan Caribean vang memplnyal harga  biaya
pembangunan  mencapai  Rp, 850000.- per meter parseginva.
Perbedaaan spesifikasi bangunan dan petlengkapan rumah menjadikan '

rumah di kawasan ini lebih tinggi. |

-} I.".bil:l'_ 355 I
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Tabel 3.16 Harga satuan untuk biaya pembangunan per mz di
Tarngerang masih dapat diterapkan di Perumahan Citra Raya, LInELik
rumah sederhana di kawasan Taman Rays, Mulia Asn |, Mulia Asn i,
Graha Indira, Mekar Asri, Kebun Raya, Serdang Ash |, Serdang Asri 1l
dan Serdang Asri lil telah memenuhi persyaratan harga satuan tertinggl
untuk biaya pembangunan Sedangkan untuk rumah
menengah, kawasan Taman Puspa, Taman Pslma, Taman Puspita,
Taman Raya juga telah dapat memenuhi kriteria harga satuan tertinggi
tersebut. Rumah sederhana di Taman Puspa, Taman Palma, Taman
Puspita, Taman Carlbean, Taman Telaga, Graha Pratama tidak dapat
mamanuhi kiteria harga satuan tertinggl, dan demikian juga yang
terjadi dengan rumah menengah di kawasan Mulia Asri |l dan Kusuma
DCrvipa.

Seocara keseluruhan Perumahan Citra Raya tidak mengalami
banyak kendala dalam memenuhi kriteria harga pembangunan per
meter persegi. Hal ini disebabkan karena perumahan ini mempunyai
sasaran konsumen karyawan perusahaan di sekitar lokasi perumahan
yang mempunyai days beli yang tidak tinggi.

Sektor perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor
penting dalam pembangunan gkonomi nasional yang harus

diperhatikan. Scenarmno sebagal Menteri Pemukiman dan Prasana

Witayah mengatakan bahwa investasi di sektor perumahan saat ini




perkisar 1,5% dan Produk Domestik Brute (PDB), padahal di banyak
negara berkembang investasi tersebut berkisar antara dua sampai
delapan persen dari PDB. Selain itu, investasi perumahan mempunyai
muitiplier effek terhadap 104 ussha di hulu dan hilir, Meskipun sektor
perumahan dan permukiman merupakan sektor yang penting dalam
pembangunan ekonomi nasional, tetapl selama ini potensi tersehut
belum dimanfaatkan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan
ekonomi. Selama ini sektor perumahan dan permukiman  cenderung
dianggap sebagai kewsjiban sosial pemerintah *

Pentingnya sektor perumahan dan permukiman makin terasa
semanjak negara Indonesia mengalami krisis skonomi. Sektor properti
merupakan sektor yang pertama kall paling terpukul pada krisis
ekonomi tersebut disamping sektor perbankan. Sektor properti vang
mencakup perumahan dan permukiman diyakini akan menjadi motor
penggerak yang mempunyai efek multiplier dafam kebangkitan ekonoml
indonesia.

Pentingnya sektor perumahan dan permukiman menjadikan
perlunya dilakukan reenginering terhadap sektor properti secara
keseluruhan. Dalam menjalankan reenginening real estate, maka
campur tangan pemerintah, khususnya dalam menetapkan harga-harga

tanah sebagai bahan beky utama bisnis real estat mutiak diperlukan,

“'Soenarto, Keynote Speech pads Musyawerah Nasioral Realsstat indonesia ke 10 tahun
2001, Jakarta 25 Okiober 2001
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Dewasa ini penetapan harga tanah lebih banyak dipengaruhi oleh para
cale tanah, sehingga menyebabkan pasar real estat di Indonesia
tarmasuk yang termahal di dunia ™

Campur tangan pemerintah sajauh ini masih pada perjanjian dan
patokan perbandingan pembuatan rumah-rumah mewah | menengah |
sederhana dengan perbandingan 1: 3 : 6, di mana jika dianggap bahwa
harga rumah mewah : menengah : sederhana adalah Rp 300 juta : 100
jutz2 : 10 juta, maka penetapan tersebut tidak realists, karena
menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan real estat, seperti

terlihat pada tabel barikut ini.>

Tabel 4.3 Parbandingan Pendapatan Real Estate

“TIPE | PERBANDINGAN | HARGA | PENDAPATAN

 Murah 1 | 300juta |  300juta
Sedang 3 " Sojuta | 150juta
| |

Sederhana | B i 10 juta I 60 juta

e,
Sumber: Bambang Tri Cahyone, diclah
Dari tabel oi atas maka dapat dipastikan bahwa
kecenderungan para developer membangun rumah mewah adalah

| nyata dar pada membangun rumah sederhana, karena pendapatan

"“E.'ambang Trl Cahyano, “Reenginedng Bispis Real Estate,” (Materl vang dibawakan pada
Seminar Reengnering Bisnis Real Estate, Pusatl Studi Perkolaan Indoresa dan Sekolah
;inggl Hmu Ekonomi (PWI, Jakarta, Desermber 18835), 14

vl
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dari rumah mewah lima kali lipat dibandingkan rumah sederhana dan
dua kal lipat dibanding rumah tive sedang ™

Reenginering real estate, khususnya terhadap rumah tipe
sederhana sudah mutlak merupakan suatu keharusan. Antara lain
dapat dilakukan melalul perbedaan harga tanah untuk. perumahan
ketiga jenis perumahan tersebut. Atau bila dimungkinkan dilakukan
reenginering dengan  cara pemerintsh menyediakan tanah gratis bagl
pengembangan untuk mempangun rumah sederhana.’’ Masalah tanah
dan peraturan pemerintah sejauh ini sering merupakan ganjalan bagl
pengembangan real estat untuk melakukan reenginaring . Hal ini satu
sama lain disebabkan oleh sifat jual beli yang penuh dengan
resika dan ketidakpastian, Reenginering di bidang real estat dengan
demikian harus dimulai dengan reenginening masalah pertanahan. Jika
salama inl tanah diasumsikan memilikk kurva penawaran inelastix
sampurna. sehingga setiap tambahan permintaan tanah direspon
dengan kenaikan harga, maka reenginering dapat dilakukan dengan
berbagai cam |
1, Harga tanah ditentukan oleh negara.

2. Tanah negara dikuasai oleh BUMN dan dijual sesual cengan skala

prioritas.

e e
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3. Pengembangan dapat mendapat kepastian mengenai harga dan
situasi tanah dalam jangka menengah (lima tahun).

4. Rumah sedeftiana mendapat prioritas perumahan lahan,

5. Kontrol penggunaan tanah lebih utama dari pada IME dll.

5. Ekstensifikasi lahan dimungkinkan sejauh manfaat bagi pemilik
lahan adalah pﬂ'&il‘if.ﬁa

Lebih lanjut tagi, Bambang Tri Cahyono mengatakan bahwa Jika

kondisi tanah mendapat dibuat sedemikian rupa sehingga

memungkinkan merskayasa ulang berbuat banyak atas akfifitas atas

tanah tersebut, maka berbagai kreasi real estat akan muncul antara

lan

1. Terjadi sosialisasi fungsi real estat cleh para pengembang.

2. Tidak terfjadi spekulasi tanah dan developer fiktif.

3. Para pengembang berambisi untuk meningkatkan kualitas
bangunan.

4. Tidak terjadi permasalahan kredit macet yang akut.

5. Masyarakat merespon positif semua perubahsn yang mengarah
kepada kondisi yang lebih balk.

B. Kroasi real estat akan menciptakan efek pengembangan bagl

pendapatan masyarakat™




Akhirnya, sangst membanggakan peranan real estate dalam suaiu
negara sebagaimana dikatakan oleh Ichsan Soelistio,” Ketua DPD RE
Banten batwa dalam perekonomian suatu negara, bisnis properti ibarat
gerbong, sedangkan lokomotifnya adalah industri can perdagangan yang
sanget rentan terhadap siklus poltik dan ekonomi makro negara. Di
Indonesia misalnya , saat industri dan perdagangan tumbuh secara baik,
properti dalam bidang komersil seperti perkantoran, pusat perbelanjaan,
hotel dan sebagainya dapat tumbuh pula secara maksimal. Namun di saat
bisnis properti sedang mengalami siklus beomimg, terjadi perubahan situas:
politik negara, yang memberikan imbas terjadinya gejolak monater, yang
menghampaskan bisnis industri dan perdagangan, sehingga dampaknya
dirasakan pula oleh bisnis-bisnis ikutannya seperti bisnis properti.

|Upaya perbaikan sekior properti agar dapat menjadi gerbong
dalam perbaikan perekonomian negara dapat dilihat dari program yang
dicanangkan oleh pemerintah berupa Program  Psmbangunan
Masional (Propenas) Tahun 2000-2004, Dalam sasaran program (ni

dicanangkan untuk dicapai ™'

W5 natistls, lchsan. “Membangun Gairah Propedi 2007, Makalah yang dsampaikan dalamn
Diskusi Panel Terbatas Membangun Galrah Properti 2004, Kempas, dakarta, Jul 2001, 1

“ Program Pembangunan MNasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 merupakan lampiran
Uindang-Undang Republik Indanesia Mamar 26 Tahury 2000 kentang Frogram Fembanguran
tiasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 yang diundangkan tanggal 20 Movember 2000
dalam Lembaran Megara Republik Indongsia Tahun 2000 Nervior 206, Sasaran ¢ari program
Untie memantapkan sistern hurian bagi masyarakat Indonesa dicgkup dalam Brnegiam
Pongembangas Peumahan  yang Wemasus dalarm Bab X di bawah judul Pembangunan
Cmarah
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a. Penyediaan rumah sehat dan menghindari spekulasi tanah untuk |
perumahan dan permukiman,
b. Meningkatnya ketersediaan dana bagl pembiayaan pearu mahan yang
bersumber darl dana masyarakat.
¢, Terciptanya pasar primer dan pasar hipotk sekunder yang
berkualitas.
d. Terciptanya mekanisme subsidl perumahan yang efisien dan tepat
sasaran sesuai dengan kemampuan keuangan pamerintah. |
e Meningkatkan kemudahan masyarakat miskin dan berpendapatan
rendah dalam mendapatkan hunian yang layak.
f. Meningkatnya investasi di bidang perumahan.
g. Terciptanya BUMN/BUMD yang efisien , efektif dan akuntabel seria
terfokusnya  kegiatan  badan usaha  tersebut  pada
pembangunan/penyediaan, pengelolaan hunian murah, dan rumah
susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan,
Dengan PROPENAS tersebut dibarapkan menjadi acuan bagi
segenap pelaksana lapangan agar dapat segera bebenah din untuk

memenuhi  kebutuhan dasar manusia berupa perumahan dan

permukiman yang layak huni,




BAB V
PENUTUP

A, Hesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpuian:

1. Konsep hunian berimbang sebagaimana dikenal dalam SKEB tahun
1982 telah dimulai di Perumahan Citra. Pemahaman dari konsep ini
kaik eleh pengembang maupun pihak yang seharusnya menegakkan
peraturan ini tidak dapat dielakkan karena dari segi redaksional
malpun data pendukung yang dipakai tidak semuanya dapat
diartikan dengan satu pemahaman yang sama. Sedangkan
penerapan konsep ini di Perumahan Citra Raya telah dilakukan olah
pengembang. Adanya kepentingan pada target konsumen di sekitar

perumahan menjadikan pengembang cenderung uniuk membangun

rumah sederhana.

Penerapan konsep hunian berimbang di Perumahan Citra terwujud
secara fidak sengaja. Peraturan yang sudah ada baik berupa Surat '
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus [bukota Jakarta Nomor

540 yang dikeluarkan tanggal 31 Maret ifahun 1980 maupun Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukots Jakarta Nomor




E40 tanggal 18 April 1992 saat ini menjadi peraturan yang dipakai
sebagai pedoman dalam pembangunan  perumaban  dan
permukiman. Adanya standar Kebutuhan Sarana Kota DKl Jakarta
yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kotz DKl Jakarta yang mengatur
tentang fasilitas umum dan prasarana umum  yang diharuskan
ada di seliap perumahan di DKI turut membantu menciptakan tujuan
dari diadakannya konsep hunian berimbang. Penerapan konsep ini
di Perumahan Citra dan dl Daerah Khusus |bukota Jakarta pada
umumnya tidak dilakukan dengan jiwa SKB.

i Perumahan Citra Raya dan Kabupaten Tangerang bdak dikenal
adanya peraturan daerah lain yang mengatur keharusan untuk
memperoleh SIPPT. Pengembang kemudian akan membuat master
plan yang berisi rencana induk kawasan permukiman, Dari rencana
induk ini dapat diketahui lahan efektif dan lahan ftidak efeldif.
Pengembang kemudian skan mengalokasikan lahan efektif menjadi
perumahan.

Lipaya terobozan untuk dapat menjual rumah dengan harga yang
terjangkau merupakan kerja keras yang dilakukan pengembang
Fefumahan Citra berupa paiuncuran rumah baru di masa krisis
ekonomi. Strategl pemasaran yang terpadu dan disertai dengan

pambenahan ke dalam serta penciptaan image yang bagus turut

membanty pengembang Perumahan Citra melewali masa sulit




karena knsis skonomi, Sedangkan pemasaran yang ditujukan pada
konsumen yang tepat seperti karyawan di dekat lokasi perumahan
melalui  berbagal  kegiatan pemasaran sangat  membantu
pengembang Perumahan Citra Raya untuk melewati knisis skonomi.
Upaya lain seperti penggantian unit yang sudah dipesan dengan unit
siap pakal dilakukan uniuk mempertahankan image yang bagus di
mata konsumen.

. Masalah yang menjadt kendala utama untuk penerapan konsep
hunian berimbang aedalah banyaknya peraturan lain yang sebenarnya
bertujuan yvang sama yaitu untuk mendapatkan suatu perumahan dan
permukiman yang batul-batul dapat menjadi pemenuhan kebutuhan
dasar manusia melalul suaty strategl vang menyseluruh.
Dengan adanya otonomi daerah dan Tap MPR Nomor HIMPR/Z000
mambuat konsep hunian berimbang harus dikaji ulang. Aspek yuridis
kedudukan SKB perlu diperhatikan. SKE harus diberi wadah sesuai
dalam tata urutan datam Ketetapan MPR tersebut

Kendala perimbangan prosentase keuntungan  yang  relatif
lebih  kecil  bila membangun rumah tipe kecil dan sulitnya untuk
membuat suatu strategi pemasaran yang fokus merupakan masalah
tain vang ditonjclkan oleh pengembang. Tender terbuka bagi bagi
kontraktor kecil vang diberl tanggung jawab untuk membangun rumah

sederhana merupakan salah salu cara untuk menekan biaya
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pembangunan. Penunjukan kontrakior langsung yang memenangkan
tender untuk membangun rumah sederhana akan menghidupkan
usaha kontraktor kecll dan mengurangi pengambilan keuntungan
ganaa dari adanya sub kontraktor, di mana pember| dan penerima
kontrak menginginkan Keuntungan dari pembangunan tersebut,
Strategi pemasaran dengan usaha mendapatkan konsumen yang
dekat dengan lokasi akan mengurangi kesulitan pengembang untuk

menerapkan strategi pemasaran.

B. Saran

Fada akhir penelitian ini. penulis memberanikan dirl  untuk

memberikan beberapa saran, yaitu;

; F

Perlunya dievaluasi kembali peraturan yang ada, baik praktek di
lapangan maupun masalah yang timbul di lapangan. Perbaikan pada
redaksi peraturan dan penyediaan data pendukung sangat penting

untuk pelaksanaan di lapangan.

- Pertunya diberi wadah baru berupa bentuk hukum yang tepat untuk

SKE 1982 yang sesuai dengan kerangks Ketetapan Majelis
Parmusyawaratan Rakyat MNomor IVMPR/Z000 tentang Sumber

Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan,

. Perlunya sinkronisasi peraturan di deerah dengan peraturan nasional

sehingga fidak terjacl "overlapping” dalam penerapan peraturan di

lapangan.




4. Perlunya dipikirkan adanya bank data untuk bidang propertt yvang
dapat mendukung kemajuan dunia propert i sendin.

5. Perlunya fransparansi di dalam pemberian kompensas| bagi fasilitas
yang seharusnya disediakan oleh pengembang dan periunya ada
pengawas yang melakukan ftugas pengawasan terhadap
kebilaksanaan yang dibuat dan pengawas secara berkala melaporkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga rakyat
yang tertinggi di daerah.

6. Periu dipslajari lebih lanjut konsep land banking investiment sebagai
konsep vang layak dilerapkan untuk menyatukan kekuatan
pangembang yang telah mamperoleh SIPPT agar dapat melakukan
pembangunan perumahan untuk masyarakat,

7. Pemikiran agar pembangunan rumah sederhana diserahkan ke
Pemda, dan Pamda akan melakukan tender terbuka bagl kontraktor
kecil yang diberi tanggung jawab untuk: membangun rumah
sederhana, Upava untuk menekan biaya pembangunan dengan
menunjuk kontraktor langsung yang memenangkan tender  untuk

membangun rumah sederhana harus diserdal dengan suatu sistem

yang manutup kamungkinan terjadinys korupsi kolusi dan nepotisme.




